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ABSTRAK 
 
ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA USAHA MIKRO DAN 
KECIL DI KABUPATEN ENREKANG 
 
Megawati Putri 
Madris 
 
Sabir 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah upah rata-rata, output, modal 
kerja, jumlah usaha, dan lama usaha terhadap penyerapan tenaga kerja. 
Penelitian ini dilakukan pada usaha mikro dan kecil di Kabupaten Enrekang. 
Teknik pengumpulan data terdiri dari studi dokumentasi dan penelitian lapangan. 
unit analisis dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro dan kecil 
(pengusaha). Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi 
berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22.0. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa adanya dampak yang signifikan dan positif antara upah, 
output, modal kerja, jenis usaha, lama usaha dan terhadap penyerapan tenaga 
kerja. 
 
Kata kunci: upah, output, modal kerja, jenis usaha, lama usaha 
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ABSTRACT 
 
 
ANALYSIS OF ABSORPTION OF LABOR FOR MICRO AND SMALL 
ENTERPRISES IN ENREKANG 
 
Megawati Putri 
Madris 
 
Sabir 
 
 
This study aims to determine whether average wages, output, working capital, 
the amount of effort, and a long effort on employment. Research was conducted 
on micro and small enterprises in Enrekang. Data collection techniques 
consisting of documentary studies and field research. unit of analysis in this study 
was small and micro businesses (entrepreneurs). Data analysis technique used 
is multiple regression analysis using SPSS version 22.0. The results showed that 
the presence of a significant and positive impact on the wages, output, working 
capital, type of business, length of business and on employment. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang 
Mencermati pertumbuhan ekonomi global dan fenomena rendahnya 
harga berbagai komoditas dewasa ini memiliki dampak serius pada struktur 
ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan tidak 
berdampak kuat terhadap perekonomian dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia pada 2014 sebesar 5,01%, namun jika dibandingkan pada 2013 
sebesar 5,78%, hal ini menunjukkan adanya penurunan pertumbuhan. Pada 
aspek tingkat konsumsi hingga akhir tahun mengalami perlambatan yang 
didorong oleh masih melambatnya konsumsi pemerintah sejalan dengan 
program penghematan pada hampir seluruh kementerian. 
Pertumbuhan ekonomi Indonesia di Tahun 2015 berada dibawah harapan 
Bank Indonesia yang memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 
4,9%. Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari krisis global yang mengancam, 
sehingga berdampak pada kelesuan ekonomi secara nasional. Dampak lainnya 
adalah pihak perusahaan harus melakukan efisiensi besar-besaran termasuk 
melakukan pemutusan hubungan kerja. 
Mayoritas bisnis di seluruh dunia pada umumnya dan Indonesia pada 
khususnya yaitu usaha kategori mikro, kecil atau menengah (Beck dan Cull, 
2014). UMKM menyumbangkan sebagian besar dari PDB dan kegiatan ekonomi 
(Jasra, et al 2011). Peranan usaha mikro dan kecil dalam meningkatkan kualitas 
kehidupan perekonomian nasional maupun daerah, peran tersebut semakin 
nyata jika mengamati kecenderungan perlambatan ekonomi global yang 
membawa dampak secara domestik maupun daerah.  
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Merujuk data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Nasional 
menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan III tahun 2015 
tumbuh 4,73 persen dibandingkan triwulan II tahun 2015 sebesar 4,67 persen. 
Secara umum, pertumbuhan ekonomi Indonesia dewasa ini relatif melambat 
dibandingkan capaian triwulan III tahun 2014 lalu. Berdasarkan struktur ekonomi 
Indonesia pada tahun 2015 masih didominasi oleh Provinsi di Pulau Jawa dan 
Pulau Sumatera. 
Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UKM bertujuan untuk 
mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan lapangan pekerjaan 
dan meningkatkan nilai ekspor, yang menjadi prioritas pembangunan nasional 
(Bappenas, 2006). Pengembangan usaha mikro dan kecil diarahkan agar 
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan kesempatan kerja, 
peningkatan ekspor dan peningkatan daya saing, sementara itu pengembangan 
usaha skala mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan 
pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, khususnya di sektor pertanian 
dan perdesaan. 
Pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagai langkah strategi dalam 
rangka peningkatan dan mengokohkan dasar kehidupan perekonomian dari 
masyarakat. Usaha mikro dan kecil dapat menyerap tenaga kerja sebesar 
90.896.270 orang atau 97,04% dari total penyerapan tenaga kerja yang ada 
(Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2008). Dalam penelitian 
Hamid dan Susilo (2010) menyatakan bahwa perlunya keterlibatan dan 
dukungan pemerintah yang secara aktif dalam mendukung pengembangan 
usaha mikro dan kecil. 
Berbagai keunggulan usaha mikro dan kecil telah nyata dirasakan baik 
dalam keadaan situasi ekonomi yang kondusif maupun krisis. Keunggulan usaha 
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mikro dan kecil yang menjadi entri point (fokus) penelitian ini yaitu kemampuan 
usaha mikro dan kecil dalam menyerap tenaga kerja yang lebih besar 
dibandingkan dengan usaha besar. Tenaga kerja sebagai salah satu dari fungsi 
produksi memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan 
ekonomi kerakyatan di Indonesia secara umum dan Sulawesi Selatan secara 
khusus. 
Pengembangan sektor industri kecil dan menengah mampu memenuhi 
kebutuhan tenaga kerja di daerah (Todaro, 2000). Lebih lanjut menurut Todaro 
(2000) mengungkapkan peningkatan pencari kerja yang semakin tinggi namun 
disisi lain terjadi kelesuan ekonomi yang memberatkan negara berdampak pada 
rendahnya tingkat penciptaan lapangan kerja baru. Perluasan industri untuk 
meningkatkan output pada kenyataannya tidak mampu mengatasi masalah 
ketenagakerjaan.   
Permasalahan penyerapan tenaga kerja menjadi isu yang setiap periode 
menjadi skala prioritas dalam pembangunan daerah. Penyerapan tenaga kerja 
yang optimal menjadi salah satu solusi terbaik dalam mengentaskan kemiskinan 
dan memacu pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2012). Isu penyerapan tenaga 
kerja dalam sudut pandang pembangunan daerah tidak terlepas dari prinsip 
otonomi daerah yang bersifat desentralisasi.  
Berdasarkan jumlah unit usaha dan tenaga kerja, usaha mikro dan kecil 
mampu menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak dibandingkan usaha besar, 
disisi lain, usaha mikro dan kecil berkontribusi dalam meningkatkan produk 
domestic bruto (PDB) dibandingkan usaha besar (Susilo, 2010). Perkembangan 
peran usaha mikro dan kecil yang besar juga ditunjukkan oleh jumlah unit usaha 
dan pengusaha serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional (Bappenas, 
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2006). UMKM juga secara nyata terbukti tangguh dalam menghadapi hantaman 
krisis moneter (Amalia, dkk 2012).  
Lapangan pekerjaan pada berbagai sektor terjadi penyebaran antara 
usaha yang dilakukan tanpa bantuan orang lain maupun usaha yang dibantu 
oleh buruh atau pekerja. Kabupaten Enrekang sebagai salah satu kabupaten 
yang memiliki potensi dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun 
diperhadapkan oleh berbagai masalah sosial diantaranya masalah tenaga kerja. 
Pemerintah Kabupaten Enrekang senantiasa berupaya untuk mengatasi masalah 
tersebut, namun fenomena masih rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor 
usaha mikro dan kecil tidak terlepas dari pola pikir masyarakat dalam 
pembangunan ekonomi yang berorientasi pertanian tradisional kurang 
mendukung proses industrialisasi terutama pada masyarakat pedesaan, tingkat 
pendidikan dan keterampilan masyarakat serta motivasi yang masih rendah, 
pengelolaan usaha kecil belum ditangani secara profesional, sehingga tingkat 
produktivitas dan perkembangan relatif rendah. Berikut ini disajikan data tentang 
perkembangan tenaga kerja yang terserap di sektor UKM. 
Tabel 1.1. Data Tenaga Kerja yang terserap di sektor industri 
Kabupaten Enrekang Tahun 2015 
 
Jenis Industri 
Tenaga Kerja (Orang) Tenaga Kerja 
(orang) Laki-Laki Perempuan 
Industri Pangan 1981 1128 3109 
Industri Sandang 227 975 1202 
Industri Kimia dan Bahan 
Bangunan 
348 28 376 
Industri Logam dan 
Elektronika 
567 0 567 
Industri Kerajinan 152 7 159 
Total  5.413 
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kab. Enrekang (2016)  
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Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja paling 
banyak di industri pangan jika dibandingkan dengan industri lainnya. Masalah 
lainnya yang menjadi kendala rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor 
UMKM yaitu kebutuhan dana investasi yang semakin meningkat, namun sumber 
daya terbatas. Demikian pula dengan sarana dan prasarana penunjang dalam 
pembangunan UMKM yang serba kekurangan. 
Permasalahan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Enrekang 
diperburuk dengan semakin banyaknya angkatan kerja produktif yang bekerja di 
kota-kota besar dan di luar sulawesi seperti di Kalimantan bahwa di luar negeri, 
sehingga kualitas tenaga kerja di Enrekang semakin rendah. Alasan perpindahan 
penduduk yaitu mencari penghidupan dan pekerjaan yang lebih layak, karena 
potensi dan lapangan pekerjaan di Enrekang yang sangat sulit mereka temukan.  
Sumbangsih usaha mikro dan kecil yang penting bagi perekonomian 
nasional tersebut belum diimbangi oleh meratanya peningkatan kualitas UMKM. 
Permasalahan klasik yang dihadapi yaitu rendahnya produktivitas. Keadaan ini 
disebabkan oleh masalah internal yang dihadapi usaha mikro dan kecil yaitu: 
rendahnya kualitas SDM usaha mikro dan kecil dalam manajemen, organisasi, 
penguasaan teknologi, dan pemasaran (Cymbidiana & Rosidi, 2013), lemahnya 
kewirausahaan dari para pelaku usaha mikro dan kecil, dan terbatasnya akses 
UMKM terhadap permodalan (Hamid & Susilo, 2011), informasi, teknologi dan 
pasar, serta faktor produksi lainnya (Kristiyanti, 2012).  
Permasalahan klasik yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Enrekang 
berupa tidak seimbangnya jumlah angkatan kerja yang sangat besar namun 
kesempatan kerja yang terbatas. Kondisi ini diperparah dengan mindset 
angkatan kerja dengan lulusan diploma dan sarjana dari berbagai perguruan 
tinggi untuk bercita-cita menjadi Pegawai Negeri Sipil. Fenonema ini 
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menyebabkan terbatasnya pertumbuhan usaha baru di Kabupaten Enrekang, 
sehingga penyerapan tenaga kerja semakin memprihatinkan. Berdasarkan 
fenomena tentang penyerapan tenaga kerja yang telah dikemukakan 
sebelumnya maka topik penelitian ini yaitu “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja 
pada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Enrekang”. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu: 
1. Apakah upah, output, modal kerja, dan lama usaha berpengaruh terhadap 
penyerapan tenaga kerja pada industri mikro dan kecil di Kabupaten 
Enrekang ? 
2. Apakah ada perbedaan penyerapan tenaga kerja pada industri mikro dan 
kecil berdasarkan jenis usaha di Kabupaten Enrekang ? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini maka dirumuskan 
tujuan penelitian yaitu: 
1. Untuk mengetahui apakah upah, output, modal kerja, dan lama usaha 
berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri mikro dan 
kecil di Kabupaten Enrekang. 
2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan penyerapan tenaga kerja pada 
industri mikro dan kecil berdasarkan jenis usaha di Kabupaten Enrekang. 
1.4. Manfaat Penelitian 
1. Penelitian ini menjelaskan secara ilmiah tentang peranan UMKM 
dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja di daerah. 
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2. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pihak terkait dalam 
merumuskan kebijakan strategis untuk pembangunan daerah, 
mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja. 
3. Dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya yang meneliti topik 
serupa. 
 8 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Telaah Teoritis tentang Ketenagakerjaan 
Tantangan yang dihadapi dalam bidang angkatan kerja yaitu 
ketidakseimbangan antara demand tenaga kerja (demand of labor) dan supply 
tenaga kerja (supply of labor), pada suatu level upah tertentu (Lewis dalam 
Todaro, 2000). Ketidakseimbagan disebabkan karena; (a) lebih besarnya 
penawaran dibanding demand terhadap tenaga kerja (adanya excess supply of 
labor) dan, (b) lebih banyaknya permintaan dibanding supply tenaga kerja 
(adanya excess demand of labor) 
Terdapat beberapa struktur dalam perekonomian negara-negara 
berkembang berupa (a) sektor kapitalis modern dan (b) sektor subsisten 
terbelakang. Lewis (dalam Subri, 2003) menjelakan sektor subsisten terbelakang 
bukan hanya terdiri dari sektor-sektor pertanian, namun juga sektor informal 
seperti usaha mikro dan pengecer koran. Pada sektor subsisten terbelakang 
memiliki kelebihan supply pekerja serta tingkat upah yang relatif murah 
dibandingkan sektor kapitalisme modern. Lebih efisiennya biaya upah tenaga 
kerja dari pedesaan dapat menjadi pendorong bagi para pengusaha di daerah 
perkotaan memanfaatkan tenaga kerja dalam pengembangan industrialisasi, 
kelebihan penawaran pekerja di sektor subsisten terbelakang akan diserap. 
Bersamaan terserapnya kelebihan pekerja di sektor industri modern, maka 
pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Selanjutnya 
peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan/ketimpangan tingkat 
pendapatan antara perkotaan dan pedesaan. 
Sehingga menurut Lewis (dalam Subri, 2003), adanya kelebihan 
penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. 
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Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi 
pendapatan, menggunakan asumsi bahwa perpindahan pekerja dari sektor 
subsisten ke sektor kapitalisme modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut 
tidak akan pernah menjadi “terlalu banyak” 
Kesempatan kerja dan jumlah serta kualitas orang yang digunakan dalam 
pekerjaan mempunyai fungsi yang menentukan dalam pembangunan. Ini bukan 
hanya karena tenaga kerja merupakan pelaksana pembangunan, akan tetapi 
juga karena pekerjaan. Pendapat ini selanjutnya akan dapat menimbulkan pasar 
dan inilah yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi. 
Merujuk pada penjelasan Lewis bahwa tenaga kerja mempunyai dua 
fungsi. Pertama sebagai sumber daya untuk melaksanakan proses produksi dan 
distribusi barang dan jasa, Kedua sebagai sarana untuk menimbulkan dan 
mengembangkan pasar. Kedua fungsi tersebut merupakan dua syarat yang 
sama mutlaknya untuk pertumbuhan di wilayah ini. 
Dalam teori ekonomi makro sering digunakan model siklus rumah tangga 
dan perusahaan untuk menjelaskan proses ekonomi dalam masyarakat. Untuk 
menyederhanakan analisa, masyarakat hanya terdiri dari dua pihak yaitu rumah 
tangga dan perusahaan. Untuk menjalankan produksi barang dan jasa, 
perusahaan menggunakan tenaga kerja yang berasal dari rumah tangga dan 
sebaliknya sebagai imbalannya perusahaan memberikan pendapatan dalam 
bentuk upah. Demikian lahirlah pasar kerja dan jasa. 
Para ahli ekonomi mengatakan bahwa apabila terjadi gangguan dalam 
siklus ini akan terjadi stagnasi dalam perekonomian. Dalam pembangunan kita 
berusaha mempercepat dan memperbesar arus tersebut, meningkatkan mutu 
barang dan jasa yang dihasilkan serta meningkatkan kemampuan tenaga kerja 
yang harus melaksanakan proses produksi (Bappenas, 2006). 
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Dari dua rumah tangga yaitu rumah tangga konsumen dan produsen akan 
melahirkan pasar barang dan pasar tenaga kerja. Kedua pasar yang terakhir ini 
tidak dapat ditinggalkan dalam pembangunan, bukan hanya karena tenaga kerja 
diperlukan dalam proses produksi disamping sumber-sumber lain, akan tetapi 
perlu pula karena tenaga kerja sebagai penghasil pendapatan dan daya beli bagi 
keluarganya dan masyarakat yang dapat menimbulkan pasar barang. 
Dalam rangka menuju perluasan kesempatan kerja tersebut maka berbagai 
upaya perlu dilaksanakan agar sesuai kebutuhan pembangunan daerah ini. 
Misalnya berupa penerapan teknologi yang sesuai dengan berbagai kriteria 
sebagai berikut (Mitzerg, 1994): 
1. Mampu memperluas kesempatan kerja, kesempatan untuk berusaha serta 
meningkatkan penghasilan. 
2. Mampu meningkatkan mutu sumber daya manusia, menggalakan inovasi 
dan kreativitas. 
3. Dapat dikelola oleh masyarakat setempat. 
4. Selaras kondisi politik, ekonoimi, sosial budaya dan lingkungan setempat. 
Sehingga penciptaan kesempatan kerja bukan hanya sekedar menciptakan 
kesempatan kerja pada khususnya, tetapi sekaligus juga meningkatkan mutu 
sumber daya manusia agar mampu bekerja lebih produktif menciptakan nilai 
tambah dan menjamin produksi yang lebih baik apabila menggunakan teknologi 
tepat guna.  
Dalam hubungannya tentang perluasan kesempatan kerja beberapa hal; 
yang perlu diperhatikan (Bappenas, 2006; Mitzerg, 1994): 
a. Peningkatan produksi melalui proyek-proyek pembangunan. Baik secara 
langsung maupun tidak langsung harus memberikan dampak positif 
terhadap perluasan kesempatan kerja. Kegiatan industri besar padat modal 
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hanya dapat dibenarkan selama menjamin terciptanya kesempatan kerja 
pada industri yang padat karya. 
b. Pola investasi harus lebih memperioritaskan pada penciptaan kesempatan 
kerja , baik secara langsung maupun tidak langsung. 
c. Peningkatan produksi sumber daya manusia sebagai angkatan kerja yang 
harus dapat ditingkatkan baik melalui jalan pendidikan formal maupun non-
formal, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, termasuk 
latihan-latihan yang ditunjukkan untuk meningkatkan keahlian dan 
keterampilan tenaga kerja. 
d. Dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan angkatan kerja harus 
seimbang dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja agar pengangguran 
dapat diminimalisir. 
Pendekatan tersebut merupakan alternatif penyelesaian permasalahan 
angkatan kerja, yang semakin meningkat setiap saat. Sebagai akibat 
pertumbuhan penduduk setiap waktu. 
2.2. Telaah Teoritis tentang Penyerapan Tenaga Kerja 
Pada negara yang sedang berkembang umumnya masalah 
pengangguran merupakan problema yang sulit dipecahkan hingga kini, karena 
masalah pengangguran menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat 
kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal, seperti halnya juga 
di Indonesia, pemerintah mengupayakan berbagai jalan keluar untuk mengatasi 
pengangguran secara lambat lain baik di perkotaan dan di pedesaan (Sukirno, 
2000).  
Proses dari usaha-usaha kesempatan kerja yang merupakan topik dalam 
penelitian ini dapat diwujudkan apabila pembinaan dan pengembangan industri-
industri kecil dapat berjalan dengan semestinya, berbagai upaya dilakukan 
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pemerintah untuk dapat mendorong perekonomian rakyat. Penyerapan diartikan 
cukup luas, menyerap tenaga kerja dalam maknanya menghimpun orang atau 
tenaga kerja di suatu lapangan usaha, untuk dapat sesuai dengan kebutuhan 
usaha itu sendiri (Todaro, 2000). 
Faktor-faktor produksi yang terdiri dari: tanah, modal, tenaga kerja, skill. 
Salah satu faktor tersebut adalah tenaga kerja yang sesuai dengan keahlian dan 
ketrampilan yang dimiliki agar tenaga kerja yang dimiliki dalam sektor industri, 
modal utama yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia. Banyak tenaga 
kerja yang tersedia tetapi tidak dapat diserap oleh industri hal ini dikarenakan 
keahlian tenaga kerja tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri, di 
sinilah perlunya peranan pemerintah untuk melakukan pendidikan atau pelatihan 
terhadap tenaga kerja agar memiliki skill yang dibutuhkan oleh industri. 
Kesempatan kerja yang terbatas tersebut maka pemerintah 
mengupayakan penciptaan lapangan kerja yang nantinya dapat menampung 
maupun mengurangi tingkat pengangguran yang berada di tengah masyarakat 
melalui penciptaan usaha usaha industri kecil. Semakin bertambahnya jumlah 
industri kecil akan membawa dampak sangat luas terhadap penyerapan tenaga 
kerja, peningkatan SDM yang terbatas tentunya akan menghambat 
pengembangan itu sendiri, merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat 
secara bersama sama dengan pemerintah untuk menciptakan lapangan 
pekerjaan serta berpartisipasi menunjang program pemerintah pada peningkatan 
taraf hidup yang lebih adil dan merata, lalu pemerintah memberikan bantuan dan 
penyuluhan. 
2.3. Telaah Teoritis tentang Output (Nilai) 
Produksi adalah menciptakan, menghasilkan, dan membuat. Kegiatan 
produksi tidak akan dapat dilakukan kalau tidak ada bahan yang memungkinkan 
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dilakukannya proses produksi itu sendiri. Untuk bisa melakukan produksi, orang 
memerlukan tenaga manusia, sumber-sumber alam, modal dalam segala 
bentuknya, serta kecakapan. Semua unsur itu disebut faktor-faktor produksi 
(factors of production). Jadi, semua unsur yang menopang usaha penciptaan 
nilai atau usaha memperbesar nilai barang disebut sebagai faktor-faktor produksi 
(Mankiw, 2000). 
Produksi berkaitan dengan cara bagaimana sumber daya (masukan) 
dipergunakan untuk menghasilkan produk (keluaran). Menurut Joesron dan 
Fathorrozi (2003), produksi merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas 
ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Lebih lanjut 
Putong (2002) menegaskan bahwa memproduksi dapat menambah kegunaan 
(value) suatu barang. Kegunaan suatau barang akan bertambah bila 
memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Lebih spesifik lagi 
produksi adalah kegiatan perusahaan dengan mengkombinasikan berbagai input 
untuk menghasilkan output dengan biaya yang minimum. 
Produksi juga merupakan suatu kegiatan yang dapat menimbulkan 
tambahan manfaatnya atau penciptaan faedah baru. Faedah atau manfaat ini 
dapat terdiri dari beberapa macam, misalnya faedah bentuk, faedah waktu, 
faedah tempat, serta kombinasi dari beberapa faedah tersebut di atas. Dengan 
demikian produksi tidak terbatas pada pembuatan, tetapi sampai pada distribusi. 
Namun komoditi bukan hanya dalam bentuk output barang, tetapi juga jasa. 
Menurut Salvatore (2001) produksi adalah merujuk pada transformasi dari 
berbagai input atau sumber daya menjadi output beberapa barang atau jasa. 
Pengertian produksi lainnya yaitu hasil akhir dari proses atau aktivitas 
ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan 
pengertian ini dapat dipahami bahwa kegiatan produksi diartikan sebagai 
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aktivitas dalam menghasilkan output dengan menggunakan teknik produksi 
tertentu untuk mengolah atau memproses input sedemikian rupa (Sukirno, 2002). 
Elemen input dan output merupakan elemen yang paling banyak mendapatkan 
perhatian dalam pembahasan teori produksi. Dalam teori produksi, elemen input 
masih dapat diuraikan berdasarkan jenis ataupun karakteristik input (Gaspersz, 
1996). Secara umum input dalam sistem produksi terdiri atas (i) tenaga kerja, (ii) 
modal atau capital, (iii) bahan-bahan material atau bahan baku, (iv) sumber 
energi, (v) tanah, (vi) informasi, (vii) aspek manajerial atau kemampuan 
kewirausahaan. 
Teori produksi modern menambahkan unsur teknologi sebagai salah satu 
bentuk dari elemen input (Pindyck dan Rubinfeld, 2007). Keseluruhan unsur-
unsur dalam elemen input tadi selanjutnya dengan menggunakan teknik-teknik 
atau cara-cara tertentu, diolah atau diproses sedemikian rupa untuk 
menghasilkan sejumlah output tertentu. 
Teori produksi membahas bagaimana penggunaan input untuk 
menghasilkan sejumlah output tertentu. Hubungan antara input dan output 
seperti yang diterangkan pada teori produksi akan dibahas lebih lanjut dengan 
menggunakan fungsi produksi. Dalam hal ini, akan diketahui bagaimana 
penambahan input sejumlah tertentu secara proporsional akan dapat dihasilkan 
sejumlah output tertentu. Teori produksi dapat diterapkan pengertiannya untuk 
menerangkan sistem produksi yang terdapat pada sektor pertanian. Dalam 
sistem produksi yang berbasis pada pertanian berlaku pengertian input atau 
output dan hubungan di antara keduanya sesuai dengan pengertian dan konsep 
teori produksi. 
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2.4. Telaah Teoritis tentang Upah Tenaga Kerja 
Membahas mengenai upah terutama upah minimum sering terjadi 
perdebatan, mayoritas para ekonomi menyatakan bahwa kebijakan peningkatan 
upah minimum pada umumnya dapat menyebabkan terjadinya pengangguran 
untuk sebagian pekerja, namun mereka berpendapat bahwa pengorbanan itu 
setimpal untuk mengentaskan kemiskinan kelompok masyarakat lainnya. 
Kajian tentang upah minimum yang dilakukan oleh Carl, Katz, dan 
Krueger (dalam Mankiw, 2000) menemukan suatu hasil bahwa peningkatan upah 
minimum ternyata malah meningkatkan jumlah pekerja. kajian ini dilakukan pada 
beberapa restoran cepat saji di New Jersey dan Pennsylvania Amerika Serikat, 
dalam kajian ini dijelaskan dalam restoran-restoran cepat saji di New Jersey 
meningkatkan upah minimum, sedangkan restoran-restoran cepat di 
Pennsylvania tidak menaikkan upah minimum pada saat yang sama.  
Menurut teori standar, seperti yang diungkapkan oleh Brown (Mankiw, 
2000) bahwa ketika pemerintah mempertahankan upah agar tidak mencapai 
tingkat equlibrium, hal itu dapat menimbulkan kekakuan upah yang 
menyebabkan pengangguran, pengangguran ini terjadi ketika upah berada di 
atas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan, di mana jumlah 
tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah permintaan tenaga kerja, oleh 
sebab itu peningkatan upah minimum mengurangi jumlah tenaga kerja yang 
diminta oleh perusahaan, terutama bagi tenaga kerja yang tidak terdidik dan 
kurang berpengalaman. 
Suryahadi (2003) menjelaskan nilai koefisien dari upah minimum pada 
seluruh pekerja serta semua segmen angkatan kerja bernilai negatif, hal ini tidak 
berlaku pada para pekerja profesional, hasil ini sejalan dengan perkiraan dari 
tinjauan teoritis bahwa upah minimum akan menekan kesempatan kerja yang 
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bersumber dari pekerja dengan kemampuan sangat rendah di sektor formal, 
disisi lain jika terjadi kenaikan upah minimum sebesar 10 persen dapat 
meningkatkan kesempatan kerja dari pekerja profesional sebanyak 10 persen. 
Temuan Suryahadi (2003) memiliki persamaan dengan temuan Anonim (2002). 
Anonim menambahkan bahwa dampak negatif kenaikan upah minimum dapat 
meningkatkan pengangguran untuk perempuan dan pekerja usia muda, pekerja 
berpendidikan rendah, pekerja penuh waktu, dan pekerja paruh waktu. 
Jaminan hukum atas upah yang layak tercantum dalam UUD 1945 pasal 
28D dan pasal 27 ayat 2 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan 
upah dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Juga UU No 13 Tahun 
2003 tentang ketenagakerjaan, di mana dalam pasal 88 menyebutkan bahwa 
setiap buruh berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan dan 
untuk mewujudkannya pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang 
melindungi buruh. Diantaranya yaitu upah minimum berdasarkan kebutuhan 
hidup layak (KHL), upah lembur, struktur dan skala upah yang proporsional, dan 
upah untuk pembayaran pesangon. 
Dalam hubungan industrial, kedudukan upah minimum merupakan 
persoalan prinsipil. Upah minimum harus dilihat sebagai bagian sistem 
pengupahan secara menyeluruh. Menurut ILO (International Labour 
Organization) dalam Report of the Meeting of Experts of 1967, Upah minimum 
didefinisikan sebagai upah yang memperhitungkan kecukupan pemenuhan 
kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan hiburan bagi pekerja 
serta keluarganya sesuai dengan perkembangan ekonomi dan budaya tiap 
negara. Pengertian upah minimum menurut Permenaker Nomor Per-
01/MEN/1992 tentang upah minimum pada pasal 1 ayat 1 yang menyatakan: 
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upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok 
termasuk tunjangan tetap. 
Menurut Soedarjadi (2009), menyatakan tentang konsep upah minimum 
adalah ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai keharusan 
perusahaan untuk membayar upah sekurang-kurangnya sama dengan 
Kebutuhan Hidup Layak pekerja (KHL) kepada pekerja yang paling rendah 
tingkatannya. 
Kebijakan upah minimum di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 
2003. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga 
Kerja Nomor: Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum adalah upah bulanan 
terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Tunjangan tetap 
adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur 
pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian 
prestasi tertentu. Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk 
mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi 
bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa 
menafikkan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga 
pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum (UU RI No.13 Tahun 
2003, 2004). 
Pada prinsipnya, sistem penetapan upah minimum dilakukan untuk 
mengurangi eksploitasi atas buruh. Ini sesungguhnya berisi kewajiban 
pemerintah memproteksi buruh. Intervensi dan peran pemerintah dalam 
hubungan industrial adalah bentuk penguatan terhadap posisi tawar yang 
memang tidak seimbang antara buruh ketika berhadapan dengan pengusaha. 
Dengan kata lain, bahwa upah minimum dapat dikatakan sebagai salah satu 
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instrumen kebijakan pemerintah untuk melindungi kelompok pekerja lapisan 
paling bawah di setiap perusahaan agar memperoleh upah serendah-rendahnya 
sesuai dengan nilai atau harga kebutuhan hidup minimum (Suwarto, 2003 dalam 
Syaifhas, 2014). 
Upah minimum di Indonesia diperkenalkan tahun 1996, peran upah 
minimum semakin penting. Hingga tahun 2000, tingkat upah minimum ditetapkan 
oleh Menteri Tenaga Kerja untuk tiap propinsi di Indonesia. Dengan 
diberlakukannya otonomi daerah, mulai tahun 2000 tanggung jawab menetapkan 
upah minimum terletak di pundak pemerintah propinsi dan pemerintah 
Kabupaten/Kota. 
Penetapan kebijakan upah minimum adalah sebagai jaring pengaman 
(sosial safety net) dimaksudkan agar upah tidak terus merosot sebagai akibat 
dari ketidakseimbangan pasar kerja (disequilibrium labour market). Juga untuk 
menjaga agar tingkat upah pekerja pada level bawah tidak jatuh ke tingkat yang 
sangat rendah karena rendahnya posisi tawar tenaga kerja di pasar kerja. Agar 
pekerja pada level bawah tersebut masih dapat hidup wajar dan terpenuhi 
kebutuhan gizinya, maka dalam penetapan upah minimum mempertimbangkan 
standar kehidupan pekerja (Suwarto, 2003 dalam Syaifhas, 2014). 
Kebijakan penetapan upah minimum sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 13 tahun 2003 diarahkan untuk mencapai Kebutuhan Hidup 
Layak (KHL) selain memberi jaminan pekerja/buruh penerima upah untuk 
memenuhi kebutuhan hidup. Program pencapaian upah minimum terhadap 
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menunjukan perbaikan nyata. Hal ini 
dimaksudkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup akan dicapai secara bertahap. 
Menurut Rachman (dalam Prasteyo, 2010) tujuan penetapan upah 
minimum dapat dibedakan secara mikro dan makro. Secara mikro tujuan 
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penetapan upah minimum yaitu (a) sebagai jaring pengaman agar upah tidak 
merosot, (b) mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di 
perusahaan, dan (c) meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling 
bawah. Sedangkan secara makro, penetapan upah minimum bertujuan untuk (a) 
pemerataan pendapatan, (b) peningkatan daya beli pekerja dan perluasan 
kesempatan kerja, (c) perubahan struktur biaya industri sektoral, (d) peningkatan 
produktivitas kerja nasional, (d) peningkatan etos dan disiplin kerja, dan (e) 
memperlancar komunikasi pekerja dan pengusaha dalam rangka hubungan 
bipartit. 
Upah minimum juga diharapkan harus dapat mendorong kemajuan usaha 
dan daya saing sehingga menaikkan tingkat produktivitas. Disisi lain dalam 
penetapan upah minimum juga perlu mempertimbangkan kemampuan 
membayar upah dari usaha-usaha mikro dan kecil yang paling tidak mampu 
(marginal) untuk tetap hidup yang nantinya usaha-usaha tersebut diharapkan 
dapat tumbuh dan berkembang dalam upaya mengurangi pengangguran dan 
penciptaan lapangan kerja baru. 
Menurut Suwarto (2003 dalam Syaifhas, 2014) penetapan upah 
minumum dipandang perlu sebagai salah satu bentuk perlindungan upah, 
dengan tujuan: 1) Menghindari atau mengurangi persaingan yang tidak sehat 
sesama pekerja dalam kondisi pasar kerja yang surplus, yang menyebabkan 
pekerja menerima upah di bawah tingkat kelayakan; 2) Menghindari atau 
mengurangi kemungkinan eksploitasi pekerja yang memanfaatkan kondisi pasar 
untuk akumulasi keuntungannya; 3) Sebagai jaring pengaman untuk menjaga 
tingkat upah; 4) Menghindari terjadinya kemiskinan absolut pekerja melalui 
pemenuhan kebutuhan dasar pekerja. 
   20 
 
 
Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 
Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-
226/MEN/2000 jangkauan wilayah upah minimum meliputi: a) Upah minimum 
provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh 
kabupaten/kota di satu provinsi; b) Upah minimum kabupaten/kota (UMK) adalah 
upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kota; c) Upah minimum 
sektoral provinsi (UMPProp) adalah upah minimumyang berlaku secara sektoral 
di seluruh kabupaten/kota da satu provinsi; d) Upah minimum sektoral 
kabupaten/kota (UMSKab) adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di 
daerah kabupaten/kota.  
Menurut Rusli (dalam Sofiana, 2010) upah minimum dapat terbagi atas: 
a) Upah minimum berdasarkan wilayah propinsi atau kabupaten/kota. Besar 
upah yang untuk tiap wilayah propisi dan kabupaten/kota tidaklah sama 
tergantung dari nilai kebutuhan minimum di daerah yang bersangkutan. Setiap 
kabupaten/kota tidak boleh menetapkan upah minimum di bawah upah minimum 
propinsi yang bersangkutan; b) Upah minimum berdasarkan sektor/subsektor 
pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum sektoral ditetapkan 
berdasarkan kelompok usaha tertentu misalnya kelompok usaha manufaktur dan 
non faktur. Upah minimum sekotoral ini tidak boleh lebih rendah dari upah 
minimum di daerah yang bersangkutan. 
Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah merupakan tingkat upah terendah 
bagi Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan tanpa 
mempertimbangkan sektor tertentu. Apabila Kabupaten/Kota bermaksud 
mengatur besarnya upah minimum daerah yang bersangkutan (UMK), maka 
UMK yang bersangkutan harus lebih tinggi dari UMP. Apabila UMK yang 
dimaksud sama atau lebih rendah dari UMP, maka tidak perlu pemerintah 
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Kabupaten/Kota mengatur sendiri, tetapi menggunakan standar yang telah 
ditetapkan oleh UMP (Suwarto, 2003 dalam Syaifhas, 2014). 
2.5. Telaah Teoritis tentang Lama Usaha 
Semakin banyaknya jam kerja yang dimiliki oleh pekerja akan menambah 
pengalaman dalam bekerja, seperti yang dikemukan oleh Smith dan Ehrenberg 
(1994), melihat bahwa pekerja dengan separuh waktu akan memperoleh lebih 
sedikit human capital. Hal ini disebabkan oleh sedikit jam kerja dan pengalaman 
kerja. Kemudian ditambahkan oleh Menurut  Wetik yang dikutip oleh Istiqomah 
(2004) jam hari  kerja meliputi: 1) Lamanya seseorang mampu bekerja secara 
baik; 2) Hubungan antara waktu kerja dengan waktu istirahat, Jam kerja sehari 
meliputi pagi, siang, sore dan malam. 
Lamanya seseorang mampu bekerja sehari secara baik pada umumnya 6 
sampai 8 jam, sisanya 16 sampai 18 jam digunakan untuk keluarga, 
masyarakat,untuk istirahat dan lain-lain. Jadi satu minggu seseorang bisa bekerja 
dengan baik selama 40 sampai 50 jam. Selebihnya bila dipaksa untuk bekerja 
biasanya tidak efisien. Akhirnya produktivitas akan menurun, serta cenderung 
timbul kelelahan dan keselamatan kerja masing-masing akan menunjang 
kemajuan dan mendorong kelancaran produksi usaha baik individu ataupun 
kelompok. 
2.6. Telaah Teoritis tentang Modal Usaha 
Persaingan bisnis yang ketat, inovasi teknologi yang semakin maju dan 
era globalisasi pada abad ini, memaksa perusahaan-perusahaan untuk 
mengubah cara mereka menjalankan bisnisnya. Perubahan strategi bisnis 
diperlukan agar perusahaan-perusahaan dapat terus bertahan. Perusahaan tidak 
hanya berfokus pada modal fisik dan modal finansial yang didasarkan pada 
tenaga kerja (labor based business), tapi juga berfokus pada modal intelektual 
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yang menjadi karakteristik perusahaan barbasis ilmu pengetahuan. Perusahaan 
dapat berkembang dan bertahan dari gempuran globalisasi jika pertumbuhan 
modal fisik dan modal finansial sejalan dengan pertumbuhan modal intelektual 
(Rupidara, 2008). 
Modal fisik sebagai sumber ekonomik yang dikuasi oleh entitas dipandang 
sebagai kapasitas produksi fisik yaitu kemampuan perusahaan untuk 
menghasilkan barang dan jasa. Modal fisik terdiri dari aset lancar dan aset tetap. 
Secara umum, dibutuhkan aset lancar yang teratur dan permanen untuk 
menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Begitu pula dengan aset tetap, 
aset ini juga begitu penting bagi kegiatan produksi karena tanpa adanya 
peralatan, mesin, bangunan, kendaraan dan tanah, tidak akan ada kegiatan 
produksi dalam industri manufaktur. Tersedianya modal fisik pada industri 
manufaktur berfungsi untuk menyelenggarakan luas produksi normal sehingga 
kontinuitas usaha akan terjamin. 
Tidak hanya modal fisik yang berperan dalam penciptaan nilai dalam 
perusahaan. Modal finansial sebagai sumber pendanaan perusahaan juga 
memiliki peran yang penting bagi keberlangsungan perusahaan. Dari sudut 
pandang kreditor, modal finansial adalah jumlah pinjaman yang tertanam 
diperusahaan. Semakin baik kinerja perusahaan di mata kreditor maka semakin 
tinggi tingkat kepercayaan kreditor untuk meminjamkan dananya kepada 
perusahaan (Ekowati, dkk. 2010). 
Dalam menjalankan sebuah usaha, salah satu faktor pendukung yang 
dibutuhkan adalah modal, modal menjadi bagian pondasi dari aktivitas usaha. 
Semakin kuat pondasi yang dibuat, maka semakin kokoh aktivitas usaha tersebut 
(Purwanti, 2012). Pengaruh modal terhadap sebuah bisnis, keberadaannya 
menjadi pondasi awal bisnis yang akan dibangun. Beberapa modal yang 
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dibutuhkan dalam menjalankan bisnis, antara lain tekad, pengalaman, 
keberanian, pengetahuan, net working, serta modal uang, namun kebanyakan 
aktivitas usaha terhambat memulai suatu usaha disebabakan karena sulitnya 
memperoleh modal uang.  
Modal usaha adalah mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha. 
Oleh karena itu diperlukan sejumlah dana sebagai dasar ukuran finasial atas 
usaha yang digalakan. Sumber modal usaha dapat diperoleh dari modal sendiri,  
bantuan pemerintah, lembaga keuangan baik bank dan lembaga keuangan non 
bank. Modal adalah faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan 
kegiatan. Besar kecilnya modal akan mempengaruhi perkembangan usaha 
dalam pencapaian pendapatan (Bambang, 2001).  
Temuan penelitiaan Ekowati, dkk. (2010) memberikan bukti bahwa modal 
usaha (finansial) berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha mikro dan 
kecil. Studi lainnya yang dilakukan Purwanti (2012) yang menganalisis modal 
usaha yang indikatornya ditunjukkan melalui (1) Persyaratan usaha, (2) Besaran 
modal,  (3) Hambatan dari sumber permodaan, dan  (4) Sumber modal eksternal. 
Nimalathasan (2008), menguraikan pula faktor pendukung lainnya seperti modal 
sosial, pendidikan dan pengalaman (Sorensen dan Chang. 2006), pengalaman 
pemilik usaha (Lee dan Tsang. 2001). 
Ketersediaan modal usaha sangat penting dalam mendirikan sebuah 
usaha. Besar kecilnya modal yang dibutuhkan tergantung dari besar kecilnya 
usaha yang akan didirikan. Para konsultan bisnis pada umumnya membagi 
pengertian modal termasuk modal usaha kecil menjadi dua yaitu modal tangible 
dan modal intangibel. Modal tangibel adalah modal yang berwujud secara nyata, 
baik dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak (barang 
bergerak seperti sepeda motor, mesin produksi, dan lain sebagainya). Modal 
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intangibel adalah modal yang tidak berujud nyata seperti ide-ide kreatif 
(Bambang, 2001). 
Menurut Bambang (2001) secara keseluruhan modal usaha terbagi 
menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: 1) Modal investasi, yaitu jenis modal usaha yang 
harus dikeluarkan yang biasanya dipakai dalam jangka panjang. Modal usaha 
untuk investasi nilainya cukup besar karena dipakai untuk jangka panjang, 
namun modal investasi akan menyusut dari waktu ke waktu; 2) Modal kerja, 
merupakan modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membuat atau membeli 
barang dagangan. Modal kerja ini dapat dikeuarkan tiap bulan atau pada waktu-
waktu tertentu; dan 3) Modal operasional, merupakan modal usaha yang harus 
dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan misalnya pembayaran gaji 
pegawai, Listrik dan sebagainya. Pengukuran lainnya dalam menganalisis  modal 
kerja ditunjukkan dengan; (1) Persyaratan usaha, (2) Besaran modal,  (3) 
Hambatan dari sumber permodaan, dan  (4) Sumber modal eksternal (Purwanti, 
2012). 
2.7. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
Small and medium-sized enterprises (SMEs) atau lebih popular dengan 
istilah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi salah satu jenis usaha memiliki 
karakteristik jumlah karyawan yang relatif lebih sedikit. SMEs secara kuantitas 
(jumlah) lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan besar (Vinten, 2000), 
jenis bisnis ini ditemui hampir di seluruh negara di dunia. SMEs/UKM pada 
umumnya memiliki sumber daya keuangan dan infrastruktur yang terbatas 
(Jones & Craven, 2000). 
Beck dan Cull (2014) menjelaskan bahwa sebagian besar bisnis di 
seluruh dunia termasuk dalam kategori mikro, kecil atau menengah (UMKM). 
Lebih dari 95 persen usaha/bisnis masuk dalam kategori UMKM, lebih dari 50 
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persen tenaga kerja bekerja di perusahaan yang memiliki jumlah karyawan 
kurang dari 100 orang. Mayoritas negara-negara di dunia menyadari kenyataan 
bahwa UKM (Small and medium-sized enterprises/SMEs) menyumbangkan 
sebagian besar dari PDB dan kegiatan ekonomi (Jasra, et al 2011). 
UKM merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di 
indonesia yang masih tergolong negara berkembang. Dengan banyaknya jumlah 
UKM maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para 
pengangguran. Selain itu UKM dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan 
khususnya didaerah pedesaan dan rumah tangga berpendapatan rendah. Ciri-
ciri umum dari usaha kecil. Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh Mitzerg 
(1994) dapat disimpulkan ciri-ciri umum usaha kecil, yaitu: 
a. Kegiatannya cenderung tidak formal dan jarang yang memiliki rencana usaha 
b. Struktur organisasi bersifat sementara 
c. Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar 
d. Kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan 
kekayaan perusahaan 
e. Sistem akuntansi kurang baik, bahkan sukar menekan biaya 
f. Kemampuan pemasaran serta diversifikasi pasar cenderung terbatas 
g. Margin keuntungan sangat tipis 
Berdasarkan pada beberapa ciri tersebut di atas, maka dapat diketahui 
bahwa kelemahan dari usaha kecil selain dipengaruhi oleh faktor keterbatasan 
modal juga tampak pada kelemahan manajerialnya. Hal ini terungkap baik pada 
kelemahan pengorganisasian, perencanaan, pemasaran, maupun pada 
kelemahan akuntansinya. 
Usaha Kecil dan Menengah (Small and medium-sized enterprises/SMEs) 
menjadi tulang punggung perekonomian negara-negara termasuk pula negara di 
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benua Eropa. UKM dapat mewakili 99% dari semua bisnis di Uni Eropa, dan 
menciptakan sekitar 85% lapangan pekerjaan baru, kondisi ini juga diperkuat 
dengan temuan Baptiste-Cornelis dan Long (2009). Studi Thurik dan Wennekers 
(2004) menegaskan peranan UKM sangat penting dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi. Usaha kecil dan menengah (UKM atau small and 
medium-sized enterprises) sangat penting untuk memperluas partisipasi ekonomi 
dan memberikan pada prioritas pembangunan ekonomi.  
Di negara-negara maju, perhatian terhadap UKM atau small and medium-
sized enterprises sangat tinggi hal ini disebabkan oleh fakta bahwa meskipun 
UKM sebagai tulang punggung perekonomian namun disisi lain UKM rentan 
terhadap berbagai hambatan-hambatan internal maupun eksternal. Secara 
umum perhatian pihak penerintah di beberapa negara terhadap UKM berupa 
penciptaan lingkungan yang kondusif, mensosialisasikan kewirausahaan, 
memperbaiki akses pada pasar dan internasionalisasi, menyediakan fasilitas 
finansial, mendorong daya saing UKM serta menyediakan informasi dan jaringan 
dukungan.  
Hambatan-hambatan yang dihadapi UKM seperti pada temuan Fatoki 
(2014) hambatan internal seperti rendahnya pengalaman manajemen, kurangnya 
keterampilan fungsional, rendahnya pelatihan karyawan dan pengembangan 
serta sikap yang kurang baik terhadap pelanggan. Hambatan faktor eksternal 
yaitu tidak adanya rantai logistic dan mahalnya biaya distribusi, daya saing yang 
tinggi dan kriminalitas yang tinggi. Studi Archer et al (2008) mempertegas 
hambatan tersebut bahwa rantai logistik (rantai nilai) menjadi penghambat UKM 
dalam mengembangkan usahanya. 
Penelitian dan kajian mengenai small and medium-sized enterprises 
sangat beragam mulai dari Rajeev (2008) menekanan pentingnya pengusaha 
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Small and medium-sized enterprises dituntut untuk mempertimbangkan 
manajemen persediaan sebagai konsep strategis dalam meningkatkan 
produktivitas usaha. Temuan Vinten (2000) dalam industri yang semakin 
kompetitif maka pelatihan dan pengembangan pengusaha SMEs menjadi salah 
satu faktor penting dalam keberhasilan bisnis. Faktor penting lainnya dalam 
keberhasilan usaha UKM adalah praktik manajemen kualitas (quality 
management practices) (Fening, 2012). 
Aplikasi teori-teori manajemen serta alat (tools) aplikasi dalam dunia 
bisnis mampu mendorong para pelaku usaha small and medium-
sized enterprises untuk mengembangkan model proses bisnis yang lebih mapan 
(Tam, et al. 2001). Keberhasilan bisnis UKM berkaitan dengan faktor-faktor 
determinannya seperti sumber daya keuangan (Jasra et al, 2011). Studi Pavel 
dan Pavel (2012) menemukan bahwa pengembangan industri kreatif penting 
dalam suatu daerah.  
Industri kreatif pada usaha kecil dan menengah (small and medium-sized 
enterprises) ditentukan oleh kemampuan pengelolaan yang berbasis pada 
inovasi (Hotho dan Champion, 2011). Hal tersebut menjadi peluang bagi 
pengembangan UKM khususnya pada sektor-sektor kreatif untuk menciptakan 
nilai-nilai inovatif (Tien et al, 2007).  Small and medium-sized enterprises tidak 
dapat dipisahkan dari kewirausahaan, bagian dua sisi mata uang (Lucky dan 
Olusegun, 2012). Peranan inovasi dalam UKM sangat penting bagi 
pengembangan kinerja usaha (Olughor, 2015). 
Ditengah kelesuan ekonomi nasional dan masih banyaknya kendala yang 
dihadapi pelaku UMKM, maka ekonomi kreatif dapat menjadi solusi dan 
sekaligus menjadi trend ekonomi dunia di masa mendatang. Peluang untuk 
mengembangkan ekonomi kreatif sangat besar mengingat potensi sumber daya 
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yang dimiliki Indonesia. Melalui instruksi Presiden No. 6 Tahun 2009 tentang 
Pengembangan Ekonomi Kreatif menjadi peluang strategis untuk melaksanakan 
pembangunan ekonomi kreatif di Indonesia. 
Secara umum ekonomi kreatif dapat dipahami sebagai suatu sistem 
kegiatan manusia yang berkaitan dengan kreasi produksi, distribusi, pertukaran 
dan konsumsi barang dan jasa yang bernilai kultural, artistik, estetika, dan 
emosional bagi para pelanggan di pasar. Industri kreatif dapat dikatakan sebagai 
pilar utama dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif, dan memberikan 
dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Pada dasarnya industri 
kreatif adalah merupakan industri yang berasal dari pemanfaatan indikator yang 
tidak sama, seperti pada kreatifitas, ketrampilan serta bakat individu untuk 
menciptakan kesejahteraan dan lapangan kerja dengan menghasilkan dan 
mengeksploitasi daya kreasi dan cipta industri. 
 
2.8. Hubungan antar variabel 
2.8.1. Pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja 
Pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja sebagai hubungan 
antar variabel telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya 
Sulistiawati (2012) menyatakan bahwa upah berpengaruh signifikan dan 
mempunyai hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Lokiman, 
dkk (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum provinsi dan 
investasi swasta secara bersama-sama berpengaruh terhadap tenaga kerja, 
secara parsial upah minimum provinsi memiliki pengaruh terhadap tenaga kerja 
sedangkan investasi swasta tidak memiliki pengaruh terhadap tenaga kerja. 
Divianto (2014), dalam temuan penelitian menjelaskan bahwa variabel upah tidak 
berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat penyerapan tenaga kerja. 
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Zamrowi (2007), menjelaskan bahwa bahwa upah, produktivitas, modal, dan non 
upah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 
2.8.2. Pengaruh output terhadap penyerapan tenaga kerja 
Pengaruh output terhadap penyerapan tenaga kerja sebagai hubungan 
antar variabel telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya Amri 
dkk (2013) yang menjelaskan bahwa terdapat output dan upah berpengaruh 
terhadap permintaan tenaga kerja pada IMK. Tama (2016) dalam temuannya 
memaparkan bahwa pada derajat keyakinan 97 persen, jumlah output, modal 
dan mitra kerja berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 
Nisfihani dkk (2013), meneliti tentang pengaruh upah dan output terhadap 
permintaan tenaga kerja pada sektor pertambangan. 
2.8.3. Pengaruh modal kerja terhadap penyerapan tenaga kerja 
Temuan penelitiaan Ekowati, dkk. (2010) memberikan bukti bahwa modal 
usaha (finansial) berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha mikro dan 
kecil. Studi lainnya yang dilakukan Purwanti (2012) yang menganalisis modal 
usaha yang indikatornya ditunjukkan melalui (1) Persyaratan usaha, (2) Besaran 
modal,  (3) Hambatan dari sumber permodaan, dan  (4) Sumber modal eksternal. 
Studi Nimalathasan (2008), menguraikan pula faktor pendukung lainnya seperti 
modal sosial, pendidikan dan pengalaman (Sorensen dan Chang. 2006), 
pengalaman pemilik usaha (Lee dan Tsang. 2001). 
2.8.4. Pengaruh jenis usaha terhadap penyerapan tenaga kerja 
Pengaruh jenis usaha terhadap penyerapan tenaga kerja sebagai 
hubungan antar variabel telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya 
diantaranya Mahayana dan Sukadana (2014). upah minimum, jenis usaha  dan  
investasi  mempunyai  peran  penting dalam  penciptaan  permintaan tenaga 
kerja.  Peningkatan  upah  minimum  dari  pemerintah dan  investasi akan 
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berpengaruh terhadap permintaan  akan  tenaga  kerja  dan  pengangguran  
pada  suatu  daerah. Saputra, (2014) menjelaskan bahwa penyerapan tenaga 
kerja ditentukan oleh jenis usaha dari sektor mikro dan kecil. 
2.8.5. Pengaruh lama usaha terhadap penyerapan tenaga kerja 
Lama usaha merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan 
usaha dalam mengembangkan bisnisnya sehingga membutuhkan tenaga kerja 
baru, hal ini dikarenakan adanya pengalaman kerja didalam mengontrol dan 
mengelola akan lebih banyak dalam menghasilkan produksi dibandingkan yang 
memiliki sedikit pengalaman kerja. Kondisi tersebut menyebabkan penyerapan 
tenaga kerja akan meningkat jika pengusaha memiliki pengalaman usaha yang 
mapan (Cymbidiana & Rosidi, 2013). 
 
2.9. Penelitian Terdahulu 
Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh antara 
investasi (X1), upah minimum (X2), dan penyerapan tenaga kerja (Y1) yaitu 
Divianto (2014). Tujuan penelitian ini yaitu menguji pengaruh  variabel  upah,  
modal,  produktivitas,  dan  teknologi  terhadap variabel penyerapan tenaga kerja 
pada usaha percetakan, dan untuk menganalisis pengaruh variabel  upah,  
modal, produktivitas, dan  teknologi  terhadap penyerapan tenaga kerja pada 
usaha percetakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah tidak 
berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat penyerapan tenaga kerja. Hal ini 
ditunjukkan oleh nilai t hitung menggunakan derajat kepercayaan 0,05 dengan 
signifikansi sebesar 0,09 sehingga hipotesis pertama dinyatakan ditolak. Variabel 
produktivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga 
kerja. Selanjtunya variabel modal berpengaruh signifikan terhadap permintaan 
tenaga kerja. Lokiman, dkk (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah 
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minimum provinsi dan investasi swasta secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap tenaga kerja, secara parsial upah minimum provinsi memiliki pengaruh 
terhadap tenaga kerja sedangkan investasi swasta tidak memiliki pengaruh 
terhadap tenaga kerja. Tingkat pengaruh upah minimum provinsi ke PDRB 
melalui tenaga kerja bersifat positif, sedangkan variabel investasi swasta ke 
PDRB melalui tenaga kerja bersifat negatif. 
Mahayana dan Sukadana (2014). Upah minimum  dan  investasi  
mempunyai  peran  penting dalam  penciptaan  permintaan tenaga kerja.  
Peningkatan  upah  minimum  dari  pemerintah dan  investasi akan berpengaruh 
terhadap permintaan  akan  tenaga  kerja  dan  pengangguran  pada  suatu  
daerah.  Untuk  mengatasi  masalah pengangguran, diperlukan kesediaan jumlah 
lapangan kerja yang seimbang dengan tenaga kerja yang tersedia. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum dan investasi terhadap  
permintaan  tenaga  kerja  di Provinsi  Bali  periode  1993-2012.  Teknik  analisis  
yang digunakan  dalam penelitian ini  adalah  teknik  analisis  regresi  linear  
berganda. Hasil  penelitian menunjukan setiap  kenaikan upah  minimum sebesar  
1  persen berdampak pada berkurangnya permintaan tenaga kerja di setiap 
sektor sebesar 18,19 persen. Sedangkan, untuk setiap kenaikan investasi  
sebesar  1  persen  maka  permintaan  akan  tenaga  kerja  akan  bertambah  
sebesar  15,8 persen. Untuk mengatasi pengangguran yang disebabkan oleh 
kenaikan 1 persen upah minimum maka  harus  diimbangi  dengan  peningkatan  
investasi  sebesar  atau  minimal  1,15  persen. Kemudian, untuk  mengatasi  
permasalahan  pengangguran  yang  terjadi  pada  tahun  2013,  maka 
dibutuhkan jumlah investasi minimal 195 miliar. 
Saputra, (2014). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Uji  R2 yang  
sudah  dilakukan  maka  di  dapatkan  hasil  bahwa  penyerapan tenaga  kerja  
   32 
 
 
pada  industri  kecil  di  Kabupaten  Malang  di  pengaruhi  oleh  variabel unit 
usaha, variabel investasi, dan variabel upah minimum. Berdasarkan  uji  t  yang  
sudah  dilakukan  dapat  di  ketahui  bahwa  ke-tiga  variabel  bebas mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan Uji F 
yang sudah dilakukan maka di dapatkan kesimpulan bahwa variabelvariabel 
bebas seperti: unit usaha, investasi, dan upah  minimum, memiliki peranan yang 
signifikan terhadap variabel terikatnya, yaitu penyerapan tenaga kerja. Atau 
dengan kata lain variabel-variabel  bebas  tersebut  secara  bersama-sama 
mempengaruhi  penyerapan tenaga kerja pada industri kecil di Kabupaten 
Malang. Variabel  Unit  usaha  (X1),  merupakan  variabel  yang  paling  dominan  
dan  menentukan dalam  penyerapan  tenaga  kerja  pada  industri  kecil  di  
Kabupaten  Malang  (Signifikan secara  statistik).  Hasil  tersebut  sesuai  dengan  
hasil  penelitian  yang  menyatakan  bahwa apabila  semakin  banyak  jumlah  
unit  usaha  yang  tersedia  maka  akan  semakin  banyak terjadi penyerapan 
tenaga kerja. Variabel  investasi,  juga  memiliki  peran  yang  nyata  (Signifikan  
secara  statistik) tehadap  penyerapan  tenaga  kerja  pada  industri  kecil  di  
Kabupaten  Malang.  Variabel investasi  mempunyai  pengaruh  yang  positif  
terhadap  penyerapan  tenaga  kerja,  dimana apabila  ada  peningkatan  pada  
jumlah  investasi  maka  akan  meningkatkan  penyerapan tenaga kerja. 
Lestari dan Woyanti (2011). Hasil penelitian ini menguraikan bahwa 
variabel unit usaha, nilai investasi, dan upah minimum kabupaten berpengaruh 
terhadap permintaan tenaga kerja di Kabupaten Semarang. Variasi perubahan 
permintaan tenaga kerja  pada  Industri  Kecil  dan  Menengah  di  Kabupaten 
Semarang  sebesar  85,3  persen dijelaskan  oleh  variabel  unit  usaha,  nilai  
investasi,  dan  upah  minimum  Kabupaten. Sedangkan sisanya 14,7 persen 
dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Variabel  jumlah  unit  usaha  
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berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  permintaan tenaga  kerja  pada  
Industri  Kecil  dan  Menengah  di  Kabupaten  Semarang.  Hal  ini menunjukkan  
bahwa  semakin  banyak  unit  usaha  pada  Industri  Kecil  dan  Menengah, 
permintaan akan tenaga kerja juga akan semakin meningkat. Variabel  nilai  
investasi  pada  Industri  Kecil  dan  Menengah  berpengaruh  positif  dan 
signifikan  terhadap  permintaan  tenaga  kerja  pada  Industri  Kecil  dan  
Menengah  di Kabupaten  Semarang.  
Sulistiawati (2012). Penelitian ini meneliti tentang pengaruh upah 
minimum terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di 
Provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah berpengaruh 
signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga 
kerja. Koefisien jalur yang bertanda negatif bermakna bahwa pengaruh upah 
terhadap penyerapan tenaga  kerja  adalah  tidak  searah,  artinya  apabila  
terjadi  kenaikan  upah,  maka  berpotensi  untuk menurunkan penyerapan 
tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang produktivitasnya rendah. Secara 
nasional, tenaga kerja yang mempunyai mempunyai produktivitas paling rendah 
terjadi di  sektor  primer,  sementara  sektor  sekunder  merupakan  sektor  yang  
paling  sedikit  menyerap tenaga  kerja  tetapi mempunyai produktivitas pekerja 
yang paling tinggi yaitu  sebesar 1.82. Kondisi yang sama juga terjadi pada 
lingkup provinsi di mana produktivitas tenaga kerja di sektor primer adalah lebih  
rendah  apabila  dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja di  sektor 
sekunder. Tenaga kerja di sektor primer pada umumnya  mempunyai  pendidikan  
yang  rendah  dengan produktivitas  yang  rendah pula,  oleh  karena  itu  
kenaikan  upah  minimum  akan  berdampak  pada berkurangnya penggunaan 
tenaga kerja di sektor ini. Rasio antara upah minimum dan upah yang diterima 
pekerja berdasarkan pendidikan nilainya lebih besar dari satu (>1), menunjukkan 
bahwa di  sebagian  besar  provinsi,  pekerja  yang  Belum  Pernah  Sekolah,  
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Belum  Tamat  SD,  dan  SD, menerima upah yang lebih rendah dari upah 
minimum. Sementara itu, pekerja yang berpendidikan SLP ke atas menerima 
upah yang lebih tinggi dari UMP, yang dapat dilihat dari rasio antara UMP 
dengan upah menurut pendidikan yang nilainya lebih kecil dari satu (<1). 
Penyerapan  tenaga  kerja  berpengaruh  tidak  signifikan  dan  mempunyai  
hubungan  yang  positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini bermakna 
bahwa pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap  kesejahteraan  masyarakat  
berjalan  searah,  artinya  apabila  penyerapan  tenaga  kerja meningkat, maka 
akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Upah minimum yang diterima 
tenaga kerja adalah lebih rendah dari kebutuhan hidup yang layak (KHL). Secara 
nasional dan provinsi, upah minimum pada tahun 2006 hanya dapat memenuhi 
85 persen KHL walaupun pada tahun 2010 rata-rata upah minimum di Indonesia 
telah sama dengan KHL. Tahun 2007 terdapat empat provinsi yang memberikan 
upah minimum yang nilainya sama dengan  KHL  terdiri  dari  provinsi  Bengkulu,  
Lampung,  Bangka  Belitung,  dan  Sulawesi  Barat, sedangkan  empat  provinsi  
yang  memberikan  upah  diatas  KHL  yaitu  Sumatera  Utara,  Sulawesi Utara,  
Papua  Barat,  dan  Papua.  Pada  tahun  2008  hanya  terdapat  5  (lima)  
provinsi  yang memberikan upah minimum dengan nilai yang sama atau lebih 
besar dari KHL, sementara tahun 2009 hanya tiga provinsi yang memberikan 
upah minimum lebih besar dari KHL. 
Zamrowi (2007). Topik penelitian yaitu analisis penyerapan tenaga kerja 
pada industri kecil (Studi di Industri Kecil Mebel di Kota Semarang). Penelitian ini 
menganalisis penyerapan tenaga kerja pada industri kecil mebel di Kota 
Semarang dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa upah, produktivitas, modal, dan non upah 
berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.  
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2.10. Kerangka Pemikiran 
Pada bagian ini disajikan mengenai hubungan antar variabel bebas dan 
terikat yang dikaitkan dengan berbagai riset terdahulu yang menguatkan 
penelitian ini, sehingga pada didapatkan suatu model penelitian yang 
menghubungkan antara variabel bebas dan variabel terikat (penyerapan tenaga 
kerja) sebagai berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 
 
 
2.11. Hipotesis  
1. Upah, output, modal kerja, dan lama usaha berpengaruh terhadap 
penyerapan tenaga kerja pada industri mikro dan kecil di Kabupaten 
Enrekang . 
2.  Ada perbedaan penyerapaan tenaga kerja pada industri mikro dan kecil 
berdasarkan jenis usaha di kabupaten Enrekang. 
 
Upah (X1) 
Penyerapan 
Tenaga Kerja 
Output (Nilai) (X2) 
Modal Kerja (X3) 
Jenis Usaha (X4) 
Lama Usaha (X5) 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian ini, maka 
penulis melakukan penelitian pada usaha mikro dan kecil di Kabupaten 
Enrekang. Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan.  
 
3.2. Teknik Pengumpulan Data 
3.2.1. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa 
sumber yang akurat dan kredibel, seperti laporan atau data dari Dinas 
Koperasi dan UKM Kab. Enrekang, Dinas Perindustrian dan 
Perdangangan Kab. Enrekang dan dinas terkait lainnya untuk mendukung 
penelitian ini sehingga mampu menggungkapkan masalah secara 
menyeluruh.  
3.2.2. Penelitian Lapangan (field research), yaitu Pengumpulan data dilakukan 
secara langsung ke UMK di Kabupaten Enrekang untuk mendapatkan 
data geografis yang factual dengan cara melakukan kunjungan langsung 
untuk mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat data yang terkait 
variabel penelitian. 
 
3.3. Unit Analisis 
Sekaran (2003) menyatakan bahwa : “Unit analisis mengacu pada tingkat 
agregasi data yang dikumpulkan selama tahap analisis data berikutnya”. 
Berdasarkan pengertian tersebut, maka unit analisis dalam penelitian ini adalah 
pelaku usaha mikro dan kecil (pengusaha). 
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3.4. Populasi dan Sampel  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha usaha mikro, 
kecil dan menengah sebanyak 3.197 pengusaha (Sumber: Dinas Koperasi dan 
UKM Kab. Enrekang). Sampel dalam penelitian ini difokuskan pada usaha mikro 
dan kecil, untuk penyebaran sampel pada masing-masing kecamatan di 
Kabupaten Enrekang, dilakukan penarikan secara proporsional dengan 
menggunakan rumus (Umar, 2001) sebagai berikut: 
 
 
 
 
Keterangan: 
ni = Jumlah sampel pada kategori UMK 
Pi = Jumlah populasi di setiap kategori UMK 
P = Jumlah populasi secara keseluruhan UMK 
n = Jumlah sampel minimal 
Peneliti akan berada di Kabupaten Enrekang dalam kurun waktu dua 
bulan. Sampel dalam penelitian ini didasari atas kesediaan pelaku usaha mikro 
dan kecil untuk membantu peneliti dalam mengakses data terkait varibel 
penelitian. Sampel subpopulasi penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 
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Tabel 3.1. Populasi dan Sampel 
 
No. UKM Populasi Proporsi 
Sampel 
Jumlah 
Sampel 
1 Industri Pangan 3109 (3109 /5413) x n 
(sampel minimal) 
57 
2 Industri Sandang 1202 (1202 /5413) x n 
(sampel minimal) 
22 
3 Industri Kimia dan Bahan 
Bangunan 
376 (376 /5413) x n 
(sampel minimal) 
7 
4 Industri Logam dan 
Elektronika 
567 (567 /5413) x n 
(sampel minimal) 
10 
5 Industri Kerajinan 159 (159 /5413) x n 
(sampel minimal) 
3 
 Total 5.413  100 
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kab. Enrekang (2016) 
 
Setelah dilakukan penarikan secara proporsional, maka selanjutnya 
dilakukan pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling). Purposive 
sampling dibentuk dalam dua bentuk utama yaitu judment sampling dan quota 
sampling. Dengan demikian penentuan jumlah sampel pada penelitian ini 
menggunakan metode quota sampling, berdasarkan besaran populasi pada 
setiap kecamatan di Kabupaten Enrekang. 
3.5. Metode dan Alat Analisis 
Tujuan dari setiap metode dan teknik analisis adalah untuk 
menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti. Langkah pertama yang 
harus dilakukan penganalisaan yaitu mengumpulkan data yang diperlukan, 
mengukur dan kemudian menganalisa dan mengintepretasikan sehingga data ini 
menjadi lebih berarti. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan analisis deskriptif, dan analisis regresi linear berganda. 
1. Analisis Deskriptif 
Analisis deskriptif merupakan upaya merumuskan dan mengumpulkan 
data, mengklasifikasikan sehingga memberi gambaran atau keterangan yang 
jelas tentang masalah yang ada.  
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2. Analisis Regresi Berganda 
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kausalitas atau 
hubungan atau pengaruh, dan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini, maka teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
berganda. Adapun model persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut : 
Y = f (X1,X2,X3,X4,X5)                                                                          (3.1) 
Y =  α0 + α1 X1 + α2 X2 + α3 X3 + α4 X4 + α5X5 +µ                           (3.2) 
Model persamaan dari hubungan fungsional (3.2) dapat diturunkan dalam 
bentuk persamaan linear sebagai berikut:  
lnY =  lnα0 + α1 lnX1 + α2 lnX2 + α3 lnX3 + α4 lnX4 + α5ln X5 + µ     (3.3)  
Model persamaan non linear yang digunakan dalam penelitian ini adalah.  
Dimana :  
Y   = Penyerapan tenaga kerja 
X1   = Upah 
X2   = Output 
X3   = Modal kerja 
X4  = Jenis usaha 
X5   = Lama usaha 
α0  = Nilai Konstanta 
α1α2α3 α4 α5 = koefisien regresi variabel  
µ  = error term 
Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji 
statistiknya berada di dalam daerah kritis (daerah dimana H0 ditolak). 
Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah 
dimana H0 diterima. Dalam analisis regresi ada 3 jenis kriteria ketepatan, yaitu : 
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1. Uji Signifikan (F)  
Uji F statistik dilakukan untuk melihat secara bersama-sama apakah ada 
pengaruh positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 
Model hipotesis yang digunakan dalam uji F statistik ini adalah: 
H0 : bi = 0, artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat. 
Ha : bi ≠ 0, artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap variabel terikat.  
Nilai F statistik akan dibandingkan dengan nilai F tabel dengan tingkat 
kesalahan (α) = 5%. Kriteria uji yang digunakan :  
Ho diterima bila Fstatistik<Ftabel  
Ha diterima bila Fstatistik>Ftabel 
2. Uji Signifikan Individual ( Uji T)  
Dilakukan untuk setiap variabel bebas (Xi) apakah mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap variabel terikat (Yi) secara parsial. Bentuk pengujiannya 
adalah :  
H0 : b1, b2, b3, b4, b5 = 0, artinya secara parsial tidak terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap 
variabel terikat.  
Ha : b1, b2, b3, b4, b5 ≠ 0, artinya secara parsial terdapat pengaruh 
yang positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 
Kriteria Pengambilan Keputusan:  
Ho diterima jika t hitung < t tabel pada α = 5%  
Ha diterima jika t hitung > t tabel pada α = 5%  
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3. Pengujian Koefisien Determinan (Adjusted R2)  
Koefisien determinasi (Adjusted R2) pada intinya mengukur seberapa 
kemampuan model untuk menerangkan pengaruh variabel bebas terhadap 
variabel terikat, dimana : 0 ≤ R2 ≥ 1. Jika Adjusted R2 semakin besar (mendekati 
satu), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas adalah besar 
terhadap variabel terikat. Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat 
untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel 
terikat.  
Apabila Adjusted R2 semakin kecil (mendekati nol), maka dapat dikatakan 
bahwa pengaruh variabel bebas adalah kecil terhadap variabel terikat. Hal ini 
berarti model yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel 
bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Pada variabel penelitian ini, besaran 
koefisien determinasi yaitu koefisien yang menjelaskan tinggi rendahnya 
persentase tingkat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Tingkat 
signifikan yang digunakan yaitu sebesar 5 persen. 
 
3.6. Definisi Operasional 
Untuk memperoleh pengertian dan batasan yang lebih jelas mengenai 
apa yang diteliti sesuai dengan konsep yang telah dikemukakan, maka definisi 
operasional dapat dijabarkan sebagai berikut: 
1. Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja usaha mikro dan 
kecil di Kabupaten Enrekang. Dalam penelitian ini, penyerapan tenaga kerja 
dinyatakan dalam satuan hari orang kerja (HOK) atau jam kerja per minggu. 
2. Upah rata-rata adalah upah karyawan atau buruh dalam bentuk gaji atau 
honor atau insentif per minggu kepada para buruh atau pekerja sebagai 
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imbalan atas pekerjaan atau jasa yang mereka telah dilakukan. Dalam 
penelitian ini, upah rata-rata diukur dengan satuan rupiah setiap bulannya. 
3. Output adalah produk atau satuannya yang dihasilkan oleh usaha mikro dan 
kecil baik itu produk mentah, barang setengah jadi, maupun barang jadi yang 
dapat dibeli dan dipergunakan serta mampu memuaskan keinginan dan 
kebutuhan pembeli. Dalam penelitian ini, output diukur dengan satuan nilai 
produksi. 
4. Modal usaha adalah modal yang berwujud secara nyata, baik dalam bentuk 
barang bergerak maupun barang tidak bergerak (barang bergerak seperti 
tempat usaha, mesin produksi, dan lain sebagainya). Dalam penelitian ini, 
modal usaha diukur dengan satuan rupiah per bulan. 
5. Jenis usaha adalah ragam jenis kegiatan usaha di Kabupaten Enrekang 
berupa usaha yang bersifat mikro dan kecil. Jenis usaha juga didasari dari 
produk atau jasa yang distribusikan dan dipasarkan. Dalam penelitian ini, 
jenis usaha diukur dengan data nominal yang terdiri dari industri makanan 
dan non makanan. 
6. Lama usaha adalah rentang waktu yang sudah dijalani para usaha mikro dan 
kecil dalam menjalankan usahanya. Dalam penelitian ini, lama usaha diukur 
dengan satuan tahun. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian 
Kabupaten Enrekang adalah salah satu Daerah Tingkat II 
di provinsiSulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotakabupaten ini terletak di 
Kota Enrekang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786,01 km² dan 
berpenduduk sebanyak ± 190.579 jiwa. Ditinjau dari segi sosial budaya, 
masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut 
disebabkan karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu') berada di antara 
kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di 
Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun 
etnik yang berbeda di Massenrempulu', yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa.  
Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, 
Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di 
Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di 
Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan 
Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan 
Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa 
masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Enrekang 
menjadi Kabupaten Massenrempulu', sehingga terjadi keterwakilan dari sisi 
sosial budaya. 
4.1.1. Kondisi Geografis 
Letak geografis Kabupaten Enrekang berada di jantung Jasirah Sulawesi 
Selatan yang dalam peta batas wilayah memang bentuknya seperti jantung. 
Pegunungan Latimojong yang memanjang dari Utara ke Selatan rata-rata 
ketinggian ± 3.000 meter di atas permukaan laut, memagari Kabupaten Enrekang 
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disebelah timur sedang disebelah barat membentang Sungai Saddang dari utara 
ke selatan yang pengendalian airnya menentukan pengairan saddang yang 
berada dalam wilayah Kabupaten Pinrang dengan aliran pengairan sampai ke 
Kabupaten Sidenreng Rappang. Kabupaten Enrekang terletak antara 3º 14’36” 
LS dan 119º40’53” BT. Jarak dari ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar) 
ke Kota Enrekang dengan jalan darat sepanjang 235 Km. 
Visi: “Kabupaten Enrekang sebagai Daerah Agropolitan yang mandiri, 
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan pada Tahun 2028". Misi: (1). 
Mewujudkan konsep pembangunan daerah agropolitan; 2. Mewujudkan 
kemandirian daerah; 3. Mengembangkan berbagai produk pertanian komoditas 
unggulan berbasis Ekonomi Masyarakat dan berorientasi pasar; 4. Mewujudkan 
pemerataan pembangunan berwawasan lingkungan.  
4.1.2. Gambaran Perekonomian Kabupaten Enrekang 
Kabupaten Enrekang menata perekonomiannya dengan mengandalkan 
potensi sumberdaya yang dimiliki dan kemampuannya mengembangkan potensi 
tersebut. Dalam menata perekonomiannya, pemerintah daerah telah melakukan 
berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dapat memacu peningkatan 
Produk Domestik Regional Bruto atau PDRBnya. 
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Enrekang terus mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun. Data terakhir menunjukkan bahwa pada PDRB 
Kabupaten Enrekang mencatat angka tertinggi yaitu Rp 526,49 milyar. Angka ini 
jauh lebih tinggi bila dibanding PDRB pada tahun 1998 yang hanya mampu 
mencapai angka Rp 348,79 milyar. Meskipun PDRB telah banyak mengalami 
peningkatan, namun pada tahun 1999 sempat mengalami penurunan menjadi Rp 
348,32 milyar. Angka tersebut menunjukkan adanya kondisi pertumbuhan 
fluktuatif yang semakin meningkat. 
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Sektor pertanian memiliki peranan besar terhadap struktur perekonomian 
Kabupaten Enrekang. Data sementara menunjukkan sektor pertanian memberi 
kontribusi sekitar 48,09% terhadap pembentukan Produk Regional Bruto 
Kabupaten Enrekang. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding dengan sektor 
perdagangan, hotel dan restoran yang hanya memberikan kontribusi sebesar 
16,65%. Dari data yang ada tampak bahwa sektor yang paling sedikit 
kontribusinya adalah sektor pertambangan dan penggalian padahal sektor ini 
memiliki potensi sumberdaya yang melimpah. 
Kontribusi Kabupaten Enrekang terhadap pernbentukan PDRB Sulawesi 
Selatan masih relatif kecil. Sumbangan PDRB Kabupaten Enrekang terhadap 
PDRB Sulawesi Selatan hanya sekitar 1,44%. Bila dilihat dari kontribusi PDRB 
pada tahun sebelumnya ada kecenderungan memperlihatkan angka yang 
fluktuatif. Sejak tahun 1998 sumbangan PDRB Kabupaten Enrekang terhadap 
Sulawesi Selatan sempat mencatat angka 1,59% namun terus mengalami 
penurunan sampai titik terendah yaitu 1,42%.  
Kondisi ini semakin membaik dan terus meningkat sampai saat ini. PDRB 
perkapita dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam mencermati 
tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan PDRB yang disertai dengan 
semakin lambannya pertumbuhan penduduk akan berdampak terhadap 
peningkatan PDRB perkapita. Dalam kondisi seperti ini tentu saja akan 
berdampak terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat. Peningkatan 
pendapatan masyarakat akan seiring dengan peningkatan daya belinya bila tidak 
disertai dengan peningkatan harga barang dan jasa. 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai ukuran produktivitas 
menggambarkan nilai seluruh barang dan jasa yang muncul pada suatu wilayah 
dalam satu periode waktu (biasanya satu tahun). Berdasarkan besarnya nilai 
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PDRB Kabupaten Enrekang sebagai salah satu kabupaten di wilayah provinsi 
Sulawesi Selatan pada tahun 2010 menempati urutan ke 18 dari 24 
Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan, dengan nilai PDRB sebesar 
1.921.408,85 (juta, dengan kontribusi sekitar 1,63 persen) terhadap total PDRB 
Sulawesi Selatan. 
PDRB Perkapita  yang menggambarkan produktivitas penduduk 
menunjukkan bahwa nilainya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, 
dimana pada tahun 2008 PDRB Perkapita penduduk Kabupaten Enrekang masih 
sebesar  Rp. 7.163.352  dan pada tahun 2010 nilai tersebut sudah mencapai 
angka sebesar Rp. 10.103.372,41 yang berada pada posisi 15 dari 24 
Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. 
Struktur perekonomian Kabupaten Enrekang masih didominasi oleh 
sektor pertanian dengan kontibusi sekitar 47,34 persen, disusul sektor jasa-jasa 
yang berkontrobusi sekitar 28,32 persen, disusul sektor perdagangan yang 
berkontribusi sekitar 8,89 prsen, kemudian sektor konstruksi yang memiliki andil 
sebesar 5,80 persen, sedangkan lima sektor lainnya berkontribusi sekitar 9,65 
persen terhadap pembentukan total PDRB Kabupaten Enrekang dibandingkan 
dengan Kabupaten/Kota tetangga nilai PDRB ADHB maupun PDRB Perkapita 
Kabupaten Enrekang, tidaklah menunjukkan perbedaan yang begitu mencolok 
dengan Kabupaten tetangga Kabupaten Pinrang adalah daerah dengan nilai 
PDRB terbesar dengan nilai sebesar 4.492.957 juta disusul Kabupaten Sidrap 
dengan nilai PDRB sebesar 2.994.140 juta pada 2009. Sementara Kabupaten 
Enrekang sendiri sama memiliki angka PDRB sebesar 1.614.216 juta. Akan 
tetapi jika dibandingkan dengan Kota Makassar, nilai PDRB Kabupaten Enrekang 
tertingal jauh dimana PDRB Kota Makassar sebesar 31.263.652 juta pada tahun 
2009.  
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Sektor penopang PDRB Kabupaten Enrekang terbesar kedua setelah 
Sektor Pertanian adalah Sektor Jasa. Sektor Jasa merupakan sektor yang 
mengalami kenaikan/perkembangan terbesar. Berdasarkan Harga berlaku, sektor 
jasa pada tahun 2008 sebesar Rp. 331.458.550.000, telah mengalami 
peningkatan menjadi sebesar Rp. 774.304.180.000 pada tahun 2012, atau 
mengalami kenaikan sebesar Rp. 442.845.630.000, atau naik 133,61% selama 
kurun waktu 4 Tahun. Nilai tambah sektor jasa ini sebagian besar berasal dari 
sub jasa pemerintahan umum khususnya sub administrasi pemerintahan. 
Sedangkan yang berasal dari jasa swasta masih relatif  kecil.   Untuk itu andil sub 
sektor swasta memungkinkan  dapat  ditingkatkan  melalui  peranan jasa  
sosial/kemasyarakatan  disektor  pendidikan,  kesehatan, hiburan dan rekreasi. 
Ditinjau dari PDRB Perkapita dari Kabupaten/Kota tetangga, nilai PDRB 
Perkapita penduduk Kabupaten Enrekang berada pada posisi keempat dengan 
nilai sebesar Rp. 8.470.191 pada  Posisi pertama ditempati Kabupaten Pinrang 
dengan nilai sebesar Rp.12.798.916, disusul Kabupaten Sidrap dengan nilai  Rp. 
11.660.748, kemudian Kota Palopo dengan nilai sebesar Rp.11.243.616, tetapi 
nilai PDRB Perkapita Kabupaten Enrekang lebih besar dari Kabupaten Tana 
Toraja dengan nilai PDRB Perkapita sebesar Rp. 5.24.295 di tahun 2009.  
Berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kabupaten Enrekang 
dengan pertumbuhan sekitar 6,62 persen. di tahun 2009 lebih baik dari Provinsi 
Sulawesi Selatan dengan pertumbuh sekitar 6,20 persen. Adapun  6  Sektor  
lainnya  cenderung  memperlihatkan perkembangan  yang  statis  selama  kurun  
waktu  4  tahun. Gambaran perkembangan nilai PDRB Harga Berlaku di 
Kabupaten Enrekang, selengkapanya dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di 
Kabupaten Enrekang Tahun 2008–2012 (dalam Juta Rupiah) 
Sektor 2008 2009 2010 2011 2012 
(Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) 
Pertanian 691.940,61 51 741.380,20 46 909.612,49 47 1.085.451,92 47 1.224.912,85 
Pertambangan & 
Penggalian 
6.918,18 1 10.991,82 1 12.555,40 1 14.260,58 1 15.740,66 
Industri 
Pengolahan 
38.151,40 3 41.088,05 3 42.903,87 2 59.817,60 3 74.480,36 
Listrik, Gas dan Air 
bersih 
6.943,02 1 7.400,55 0 8.563,59 0 10.186,26 0 12.465,60 
Konstruksi 60.289,47 4 93.314,03 6 111.413,42 6 121.611,99 5 136.975,22 
Perdagangan, 
Hotel & Restoran 
127.410,49 9 138.937,91 9 170.839,38 9 201.709,32 9 247.537,84 
Pengangkutan & 
Komunikasi 
angkutan & 
Komunikasi 
32.484,47 2 35.181,05 2 43.609,34 2 52.554,99 2 62.937,70 
Keuangan, sewa, 
& Js. Perusahaan 
51.615,34 4 63.438,62 4 77.765,90 4 89.261,97 4 111.454,60 
Jasa-Jasa 331.458,55 25 482.482,98 39 544.145,46 28 656.835,91 29 774.304,18 
PDRB 1.347.211,53 100 1.614.215,21 100 1.921.408,85 100 2.291.690,54 100 2.660.809,01 
Sumber: Buku PDRB Kabupaten Enrekang  
4.1.3. Perkembangan Industri UMKM 
Perkembangan industri di Kabupaten Enrekang cukup signifikan ditandai 
dengan banyaknya industri rumah tangga yang tersebar di Kabupaten Enrekang. 
Namun dalam perjalananya masih terkendala pada beberapa hal antara lain 
terbatasnya dana pembinaan dibanding dengan jumlah perajin/petani yang perlu 
pembinaan, fasilitas kredit dari perbankan kepada pengusaha industri kecil dan 
menengah belum terpenuhi sebagaimana yang diharapkan, pola kemitraan 
belum berjalan sebagaiman yang diharapkan, terbatasnya kemampuan SDM 
bagi pengusaha IKM, terbatasnya sarana produksi IKM, kurangnya informasi bagi 
pengusaha atau pengerajin industri kecil dan menengah dalam hal 
perkembangan tekhnologi dan peluang pasar, produk-produk yang dIhasilkan 
industri kecil dan menengah mutunya rendah sehingga pemasarannya 
mengalami kesulitan dan hambatan. Untuk mengetahui perkembangan Sub 
Sektor Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
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Tabel 4.2. Perkembangan Sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kabupaten 
Enrekang Tahun 2016. 
No Jenis Industri Jum.Unit 
Usaha 
Jum.Tenaga 
Kerja 
Jum. 
Investasi 
Nilai Prediksi 
1 Industri Pangan 1788 3589 5.108.350 15.149.784 
2 Industri Sandang 820 2057 1.157.506 5.404.506 
3 Industri Kerajinan 115 230 34.500 27.600 
4 
 
Industri Kimia dan 
Bahan Bangunan 
130 
 
517 
 
3.881.962 
 
9.431.850 
 
5 Industri Logam dan 
Mesin 
72 143 365.300 1.901.620 
 Jumlah 2.925 6.536 10.547.618 31.915.360 
Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Enrekang 
4.1.4. Perkembangan Permodalan 
Setiap tahun Pemerintah Kabupaten Enrekang menyiapkan dana dalam 
APBD untuk membantu pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah dalam rangka 
pemberdayaan masyarakat. Dana ini berbentuk dana bergulir sebagai modal 
kerja dalam menggerakkan usahanya, walaupun dana ini sudah diberikan 
kepada pelaku usaha, namun masih ada kendala-kendala yang dihadapi dalam 
melaksanakan program ini, antara lain masih adanya sebagian kecil UKM yang 
menunggak pangembalian dana bergulir, pada umunya KUKM lemah dalam hal 
permodalan, sulitnya perolehan fasilitas kredit dari perbankan, tidak berfungsinya 
pola kemitraan. Berikut ini diuraikan daftar potensi UKM di Kabupaten Enrekang 
pada tabel berikut: 
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Tabel. 4.3. Potensi Industri Kecil dan Menengah (31 Desember 2015) 
 
 
Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Enrekang 
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Pertumbuhan  ekonomi  bisa  merefleksikan perkembangan kegiatan 
perekonomian di suatu daerah. Semakin tinggi  pertumbuhan  ekonomi  suatu  
daerah  menunjukkan semakin  berkembangnya  kegiatan  perekonomian  di  
daerah tersebut,  baik  itu  kegiatan  produksi,  konsumsi,  kegiatan investasi 
maupun perdagangan di daerah tersebut yang akhirnya akan berdampak pada 
penyerapan tenaga kerja. 
4.2. Deskripsi Responden 
Penyebaran kuesioner penelitian dibagikan kepada responden di 
Kabupaten Enrekang, data tersebut dianalisis berdasarkan karakteristik 
responden sebagai berikut.  
Tabel 4.4. Deskripsi Responden Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Frequensi Persentase 
 Pria 58 58.0 
Wanita 42 42.0 
Total 100 100.0 
Sumber: Data Olahan (2017)   
 
Pada Tabel 4.4 menguraikan tentang karakteristik responden menunjukkan 
bahwa responden pria lebih dominan (58,0%) dibandingkan wanita (42,0%). Hal ini 
menunjukkan bahwa pria di Kabupaten Enrekang lebih banyak bekerja sebagai 
pengusaha mikro dan kecil.  
Tabel 4.5. Deskripsi Responden Pendidikan Terakhir 
Pendidikan Terakhir Frequensi Persentase 
 SD 31 31.0 
SLTP 13 13.0 
SMU 56 56.0 
Total 100 100.0 
Sumber: Data Olahan (2017) 
 
 
Pada Tabel 4.5 menguraikan tentang karakteristik responden menunjukkan 
bahwa pendidikan terakhir responden mayoritas alumnis SMU dengan jumlah 
sebanyak 56,0%. Kondisi ini disebabkan oleh skala usaha yang dijalankan tidak 
membutuhkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 
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Tabel 4.6. Deskripsi Responden Status Pernikahan 
Status Pernikahan Frequensi Persentase 
 Belum_Menikah 4 4.0 
Menikah 85 85.0 
Janda/Duda 11 11.0 
Total 100 100.0 
Sumber: Data Olahan (2017) 
 
Pada Tabel 4.6 menguraikan tentang karakteristik responden 
menunjukkan bahwa pengusaha yang telah menikah merupakan responden 
terbanyak yang ikut serta dalam penelitian ini dengan persentase sebesar 
85,0%. 
Tabel 4.7. Deskripsi Responden Usia 
Usia Frequensi Persentase 
 27 - 36 tahun 14 14.0 
37 - 46 tahun 11 11.0 
> 47 tahun 75 75.0 
Total 100 100.0 
Sumber: Data Olahan (2017) 
 
Pada Tabel 4.7 menguraikan tentang karakteristik responden 
menunjukkan bahwa responden didominasi oleh pengusaha yang berusia lebih 
dari 47 tahun, sedangkan pengusaha yang berusia 37 s/d 46 tahun sebanyak 
11,0 persen.  
Tabel 4.8. Deskripsi Responden Kelompok Industri 
Kelompok Industri Frequensi Persentase 
 Industri Pangan 24 24.0 
Industri Sandang 22 22.0 
Industri Kimia dan Bahan Bangunan 17 17.0 
Industri Logam dan Elektronika 16 16.0 
Industri Kerajinan 21 21.0 
Total 100 100.0 
Sumber: Data Olahan (2017) 
Pada Tabel 4.8 menguraikan tentang karakteristik responden 
menunjukkan bahwa kelompok industri didominasi oleh industri pangan 
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(makanan & minuman), sedangkan kelompok industri yang paling rendah 
partisipasinya yaitu industri logam dan elektronika. 
 
4.3. Deskripsi Variabel Penelitian 
 
4.3.1. Variabel Upah 
Upah rata-rata adalah upah karyawan atau buruh dalam bentuk gaji atau 
honor atau insentif per minggu kepada para buruh atau pekerja sebagai imbalan 
atas pekerjaan atau jasa yang mereka telah dilakukan. Hasil analisis deskripsi 
upah diuraikan sebagai berikut. 
Tabel 4.9. Deskripsi Variabel Upah 
Kategori Frekuensi Persentase 
Rp. 600.000,- s/d Rp. 699.999,- 2 2.0 
Rp. 700.000,- s/d Rp. 799.999,- 28 28.0 
Rp. 800.000,- s/d Rp. 899.999,- 24 24.0 
Rp. 900.000,- s/d Rp. 999.999,- 28 28.0 
> Rp. 1.000.000,- 18 18.0 
Total 100 100.0 
Sumber: Data Olahan (2017) 
Kategori upah menunjukkan bahwa upah kerja karyawan yang diterima 
setiap bulannya, dimana upah tertinggi berada di Kecamatan Enrekang yaitu 
rata-rata Rp. 1.069.000,- sedangkan upah kerja terendah berada di Kecamatan 
Cendana dengan rata-rata upah sebesar Rp. 653.000,.  
4.3.2. Variabel Output 
Output adalah produk atau satuannya yang dihasilkan oleh usaha mikro 
dan kecil baik itu produk mentah, barang setengah jadi, maupun barang jadi 
yang dapat dibeli dan dipergunakan serta mampu memuaskan keinginan dan 
kebutuhan pembeli. Hasil analisis deskripsi output diuraikan sebagai berikut. 
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Tabel 4.10. Deskripsi Variabel Output 
Kategori Frekuensi Persentase 
< 40 22 22.0 
41 – 50 28 28.0 
51 – 60 28 28.0 
61 – 70 22 22.0 
Total 100 100.0 
Sumber: Data Olahan (2017) 
Kategori output menunjukkan bahwa kuantitas produksi setiap bulannya 
baik berupa produk makanan dan non makanan, adapun produksi yang tertinggi 
berada di Kecamatan Enrekang yaitu rata-rata 65 unit, sedangkan kuantitas 
produksi terendah berada di Kecamatan Baraka dengan rata-rata kuantitas 
produksi rata-rata 32 unit. 
4.3.3. Variabel Modal Kerja 
Modal usaha adalah modal yang berwujud secara nyata, baik dalam 
bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak (barang bergerak seperti 
tempat usaha, mesin produksi, dan lain sebagainya). Hasil analisis deskripsi 
output diuraikan sebagai berikut. 
Tabel 4.11. Deskripsi Variabel Modal Kerja 
Kategori Frekuensi Persentase 
< Rp. 20 jt 2 2.0 
< Rp. 30 jt 12 12.0 
< Rp. 40 jt 10 10.0 
< Rp. 50 jt 10 10.0 
< Rp. 60 jt 11 11.0 
< Rp. 70 jt 7 7.0 
< Rp. 80 jt 9 9.0 
< Rp. 90 jt 11 11.0 
< Rp. 100 jt 5 5.0 
> 101 jt 23 23.0 
Total 100 100.0 
Sumber: Data Olahan (2017) 
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Modal kerja dalam penelitian ini sebagai keseluruhan aktiva lancar yang 
dimiliki pengusaha dan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai 
kegiatan operasi sehari-hari. Modal kerja didasari atas kuantitas dari dana yang 
tertanam dalam unsur-unsur aktiva lancar dimana semua aktiva ini merupakan 
aktiva yang sekali berputar kembali dalam bentuk semula. Modal kerja dalam hal 
ini adalah kemampuan belanja bahan, ketersediaan modal, dan untuk 
pemeliharaan alat. Kategori modal kerja dalam penelitian ini terdiri dari modal 
sendiri dan modal dari luar. Kecamatan Enrekang memiliki nilai modal kerja 
terbesar dibandingkan kecamatan lainnya dengan nilai rata-rata sebesar Rp. 
120.000.000,-, sedangkan modal kerja terendah berada di Kecamatan Bungin 
dengan rata-rata modal kerja sebanyak Rp. 18.500.000,- 
 
4.3.4. Variabel Jenis Usaha 
Jenis usaha adalah ragam jenis kegiatan usaha di Kabupaten Enrekang 
berupa usaha yang bersifat mikro dan kecil. Jenis usaha juga didasari dari 
produk atau jasa yang distribusikan dan dipasarkan. Hasil analisis deskripsi jenis 
usaha diuraikan sebagai berikut. 
Tabel 4.12. Deskripsi Variabel Jenis Usaha 
Kategori Frekuensi Persentase 
Makanan 52 52.0 
Non-Makanan 48 48.0 
Total 100 100.0 
Sumber: Data Olahan (2017) 
Kategori jenis usaha menunjukkan bahwa jenis usaha terbesar berada di 
Kecamatan Enrekang yaitu rata-rata 12 jenis usaha (usaha makanan sebanyak 4 
usaha, sedangkan non makanan sebanyak 8), jenis usaha terendah berada di 
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Kecamatan Baroko yaitu rata-rata 6 jenis usaha (usaha makanan 5 usaha, 
sedangkan non makanan sebanyak 1). 
4.3.5. Variabel Lama Usaha 
Lama usaha adalah rentang waktu yang sudah dijalani para usaha mikro 
dan kecil dalam menjalankan usahanya. Hasil analisis deskripsi lama usaha 
diuraikan sebagai berikut. 
Tabel 4.13. Deskripsi Variabel Lama Usaha 
Kategori Frekuensi Persentase 
< 8 th 20 20.0 
< 9 th 31 31.0 
< 10 th 26 26.0 
< 11 th 23 23.0 
Total 100 100.0 
Sumber: Data Olahan (2017) 
Kategori lama usaha menunjukkan bahwa lama usaha terlama berada di 
Kecamatan Bungin yaitu rata-rata 10 tahun, sedangkan lama usaha terendah 
berada di Kecamatan Cendana yaitu rata-rata 7 tahun. 
4.3.6. Variabel Penyerapan Tenaga Kerja 
Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja usaha mikro 
dan kecil di Kabupaten Enrekang. UMK memberikan sumbangsih besar terhadap 
penyerapan tenaga kerja di daerah, sehingga menjadi peluang bagi daerah untuk 
meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di Kabupaten Enrekang. 
Pengumpulan data usaha mikro dan kecil berdasarkan hasil survei menunjukkan 
hasil sebagai berikut. 
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Tabel 4.14. Deskripsi Variabel Penyerapan Tenaga Kerja 
Kategori Frekuensi Persentase 
< 4 orang 10 10.0 
< 5 orang 19 19.0 
< 6 orang 16 16.0 
< 7 orang 22 22.0 
< 8 orang 17 17.0 
< 9 orang 6 6.0 
< 10 orang 10 10.0 
Total 100 100.0 
Sumber: Data Olahan (2017) 
Kategori penyerapan tenaga kerja menunjukkan penyerapan tenaga kerja 
di Kecamatan Enrekang yaitu rata-rata 9 orang, sedangkan lama usaha terendah 
berada di Kecamatan Anggeraja yaitu rata-rata 3 orang. 
 
4.4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
Regresi berganda digunakan untuk mengetahui variabel upah (X1), output 
(X2), modal kerja (X3), jenis usaha (X4), lama usaha (X5) dan terhadap 
penyerapan tenaga kerja (Y). Dari hasil perhitungan model regresi berganda 
akan diperoleh parameter estimasi dengan nilai t-hitung dan koefisien 
determinasi (R square). Apabila koefisien regresinya signifikan pada probability  
0,05 maka variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
terikat (penyerapan tenaga kerja). Hasil perhitungan model regresi berganda 
dengan menggunakan software SPSS 22.0 menunjukkan hasil sebagai berikut:  
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Tabel 4.15. Hasil Analisis Regresi Berganda 
Variabel 
Koefisian 
Regresi 
() 
Standar 
Error 
t-
Hitung 
P-
value 
F-
Hitung 
P-
value 
Adjusted 
R-Square 
Konstanta 
0,517 0,434 1.190 0,237 
12.115 0,000 0,360 
Upah 0,206* 0,086 2.397* 0,019 
Output 
0,221* 0,078 2.848* 0,005 
Modal Kerja 
0,145* 0,070 2.078* 0,040 
Jenis Usaha 
-0,076 0,141 -0.540 0,591 
Lama Usaha 
0,298* 0,103 2.902* 0,005 
Sumber: Pengolahan Data (2017) 
Ket: *) Signifikan pada taraf 5% 
Berdasarkan tabel 4.15 di atas dapat diuraikan persamaan regresi linear 
sebagai berikut: 
Y = 0,517 + 0,206.X1 + 0,221.X2 + 0,145.X3 + (-0,076).X4 + 0,298.X5 
 
Berdasarkan persamaan hasil regresi linear berganda pada tabel di atas, 
maka diperlukan interpretasi atas nilai regresi yang diuraikan sebagai berikut:  
1) Koefisien regresi variabel upah sebesar 0,206. Koefisien tersebut 
mengindikasikan adanya hubungan positif dan signifikan antara variabel upah 
terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat dimaknai dengan 
peningkatan kuantitas upah akan berdampak pada peningkatan penyerapan 
tenaga kerja. 
2) Koefisien regresi variabel output sebesar 0,221. Koefisien tersebut 
mengindikasikan adanya hubungan positif dan signifikan antara variabel 
output terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat dimaknai dengan 
peningkatan kuantitas output akan berdampak pada peningkatan penyerapan 
tenaga kerja. 
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3) Koefisien regresi variabel modal kerja sebesar 0,145. Koefisien tersebut 
mengindikasikan adanya hubungan positif dan signifikan antara variabel 
modal kerja terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat dimaknai 
dengan peningkatan kuantitas modal kerja akan berdampak pada 
peningkatan penyerapan tenaga kerja. 
4) Koefisien regresi variabel jenis usaha sebesar -0,076. Koefisien tersebut 
mengindikasikan adanya hubungan negatif dan tidak signifikan antara 
variabel jenis usaha terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat 
dimaknai dengan peningkatan kuantitas jenis usaha tidak mempengaruhi 
peningkatan penyerapan tenaga kerja. 
5) Koefisien regresi variabel lama usaha sebesar 0,298. Koefisien tersebut 
mengindikasikan adanya hubungan positif dan signifikan antara variabel lama 
usaha terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat dimaknai dengan 
peningkatan kuantitas lama usaha akan berdampak pada peningkatan 
penyerapan tenaga kerja. 
 
4.4.1. Uji F (Simultan) 
Berdasarkan tabel 4.4 uji F diperoleh hasil bahwa nilai F hitung sebesar 
12,115 dengan tingkat signifikansi (F-statistic) 0,00 (lebih kecil dari 0,05). Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk 
memprediksi seluruh variabel upah (X1), output (X2), modal kerja (X3), jenis usaha 
(X4), lama usaha (X5) memengaruhi variabel penyerapan tenaga kerja (Y) secara 
signifikan. 
4.4.2. Uji t (Parsial) 
Pengujian masing-masing pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependent pada tabel 4.4 dapat diuraikan sebagai berikut: 
   60 
 
 
1) Nilai probabilitas variabel upah (X1) sebesar 0,019 nilai ini lebih kecil 
dibandingkan α = 0,05. Hal tersebut mengindikasikan adanya pengaruh 
positif dan signifikan antara variabel upah (X1) terhadap penyerapan tenaga 
kerja. 
2) Nilai probabilitas variabel output (X2) sebesar 0,005 nilai ini lebih kecil 
dibandingkan α = 0,05. Hal tersebut mengindikasikan adanya pengaruh 
positif dan signifikan antara variabel output (X2) terhadap penyerapan tenaga 
kerja. 
3) Nilai probabilitas variabel modal kerja (X3) sebesar 0,040 nilai ini lebih kecil 
dibandingkan α = 0,05. Hal tersebut mengindikasikan adanya pengaruh 
positif dan signifikan antara variabel modal kerja (X3) terhadap penyerapan 
tenaga kerja. 
4) Nilai probabilitas variabel jenis usaha (X4) sebesar 0,591 nilai ini lebih besar 
dibandingkan α = 0,05. Hal tersebut mengindikasikan tidak adanya pengaruh 
signifikan antara variabel jenis usaha (X4) terhadap penyerapan tenaga kerja. 
5) Nilai probabilitas variabel lama usaha (X5) sebesar 0,005 nilai ini lebih kecil 
dibandingkan α = 0,05. Hal tersebut mengindikasikan adanya pengaruh 
positif dan signifikan antara variabel lama usaha (X5) terhadap penyerapan 
tenaga kerja. 
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4.5. Pembahasan 
4.5.1 Pengaruh Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 
Hasil penelitian menunjukkan variabel upah berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Pemberian upah yang berdasarkan 
hasil kerja dan prestasi karyawan memiliki kecenderungan yang sangat kuat 
untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada usaha mikro dan kecil di 
Kabupaten Enrekang. Pemberian upah yang layak akan menyebabkan karyawan 
bekerja secara sungguh-sungguh untuk menghasilkan produk/jasa yang terbaik 
dan berinteraksi dengan konsumen dengan layanan prima, sehingga membuka 
peluang bagi UMK untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan melakukan 
ekspansi usaha dengan demikian dapat membuka lapangan pekerjaan baru. 
Upah adalah imbalan yang diterima pekerja atas jasa yang diberikannya dalam 
proses memproduksikan barang atau jasa di perusahaan. Dengan demikian 
pekerja dan pengusaha mempunyai kepentingan langsung mengenai sistem dan 
kondisi pengupahan di setiap perusahaan.Pekerja dan keluarganya sangat 
tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan 
sandang, pangan, perumahan, dan kebutuhan lainnya.Oleh karena itu, para 
pekerja selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf 
hidupnya. Di lain pihak, pengusaha melihat upah sebagai bagian dari biaya 
produksi, sehingga pengusaha biasanya sangat hati-hati untuk meningkatkan 
upah (Jumriadi, 2010). Pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja 
sebagai hubungan antar variabel telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya 
diantaranya Sulistiawati (2012) menyatakan bahwa upah berpengaruh signifikan 
dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. 
Lokiman, dkk (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum 
provinsi dan investasi swasta secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
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tenaga kerja, secara parsial upah minimum provinsi memiliki pengaruh terhadap 
tenaga kerja sedangkan investasi swasta tidak memiliki pengaruh terhadap 
tenaga kerja. Divianto (2014), dalam temuan penelitian menjelaskan bahwa 
variabel upah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat penyerapan 
tenaga kerja. Zamrowi (2007), menjelaskan bahwa bahwa upah, produktivitas, 
modal, dan non upah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 
Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian dari Ridha (2011) menunjukkan bahwa 
variabel penyerapan tenaga kerja, dimana ketika modal terjadi peningkatan maka 
terdapat penyerapan tenaga kerja pada usaha percetakan di kota Makassar. 
4.5.2 Pengaruh Ouput Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 
Hasil penelitian menunjukkan variabel output berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Output yang sesuai kebutuhan 
konsumen dan terjangkau memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk 
meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada usaha mikro dan kecil di 
Kabupaten Enrekang. Pengaruh output terhadap penyerapan tenaga kerja 
sebagai hubungan antar variabel telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya 
diantaranya Amri dkk (2013) yang menjelaskan bahwa terdapat output dan upah 
berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja pada IMK. Tama (2016) dalam 
temuannya memaparkan bahwa pada derajat keyakinan 97 persen, jumlah 
output, modal dan mitra kerja berpengaruh signifikan terhadap penyerapan 
tenaga kerja. Nisfihani dkk (2013), meneliti tentang pengaruh upah dan output 
terhadap permintaan tenaga kerja pada sektor pertambangan. 
Permintaan akan tenaga kerja timbul karena ada permintaan akan output. 
Ada perbedaan yang fundamental antara permintaan konsumen terhadap 
barang-barang dan jasa-jasa dengan permintaan pengusaha terhadap pekerja.  
Konsumen membeli barang-barang dan jasa-jasa untuk memenuhi kepuasan, 
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tapi pengusaha membayar tenaga kerja untuk memperoleh keuntungan (laba). 
Seorang pengusaha akan membandingkan biaya membayar upah seorang 
tenaga kerja dengan perkiraan sumbangan tenaga kerja tersebut dalam 
memberikan penerimaan perusahaan. Apabila tambahan biaya per hari yang 
diakibatkan oleh penambahan satu tenaga kerja lebih sedikit dibanding tambahan 
penerimaan per hari dari tambahan hasilnya, maka perusahaan akan menambah 
jumlah pekerja. Dengan demikian, permintaan tenaga kerja tergantung pada 
tambahan output yang dapat disumbangkan tenaga kerja lainnya, harga 
tambahan output itu dan biaya yang disebabkan tambahan tenaga kerja. 
Permintaan tenaga kerja timbul sebagai akibat dari permintaan konsumen atas 
barang dan jasa, sehingga permintaan tenaga kerja merupakan permintaan 
turunan (derived demand) (Payaman, 2001). 
4.5.3 Pengaruh Modal Kerja Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 
Hasil penelitian menunjukkan variabel modal kerja berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Modal kerja sangat penting 
bagi para pengusaha UKM untuk menjaga eksistensi usaha mereka, modal kerja 
yang dialokasi secara tepat dan efisien memiliki kecenderungan yang sangat 
kuat untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada usaha mikro dan kecil di 
Kabupaten Enrekang. Temuan penelitiaan Ekowati, dkk. (2010) memberikan 
bukti bahwa modal usaha (finansial) berpengaruh positif terhadap keberhasilan 
usaha mikro dan kecil. Studi lainnya yang dilakukan Purwanti (2012) yang 
menganalisis modal usaha yang indikatornya ditunjukkan melalui (1) Persyaratan 
usaha, (2) Besaran modal,  (3) Hambatan dari sumber permodaan, dan  (4) 
Sumber modal eksternal. Studi Nimalathasan (2008), menguraikan pula faktor 
pendukung lainnya seperti modal sosial, pendidikan dan pengalaman (Sorensen 
dan Chang. 2006), pengalaman pemilik usaha (Lee dan Tsang. 2001). Hasil 
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penelitian lain yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh Reza Adi 
Purnomo (2013) dan M. Taufik Zamrowi (2007) yang menyatakan bahwa modal 
berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga. 
4.5.4 Pengaruh Jenis Usaha Terhaap Penyerapan Tenaga Kerja 
Hasil penelitian menunjukkan jenis usaha berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap terhadap penyerapan tenaga kerja. Jenis usaha yang digeluti 
oleh pengusaha UKM tidak memberi dampak apapun terhadap penyerapan 
tenaga kerja di Kabupaten Enrekang, banyaknya varian jenis usaha yang tidak 
sesuai dengan kebutuhan (demand) justru akan menyebabkan kegagalan usaha 
dan hilangnya lapangan pekerjaan bagi karyawan. Temuan penelitian ini berbeda 
dengan hasil penelitian beberapa peneliti sebelumnya diantaranya Mahayana 
dan Sukadana (2014). upah minimum, jenis usaha  dan  investasi  mempunyai  
peran  penting dalam  penciptaan  permintaan tenaga kerja.  Peningkatan  upah  
minimum  dari  pemerintah dan  investasi akan berpengaruh terhadap permintaan  
akan  tenaga  kerja  dan  pengangguran  pada  suatu  daerah. Saputra, (2014) 
menjelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja ditentukan oleh jenis usaha dari 
sektor mikro dan kecil. Temuan bertentangan dengan temuan Garcia (2000), nilai 
produksi akan berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah usaha yang 
dijalankan, kemudian temuan Kaitz (1970), semakin banyak jumlah diversifiskasi 
usaha maka semakin terdiversifikasi volume usaha, serta semakin banyak 
volume usaha yang dihasilkan sehingga meningkatkan penyerapan akan tenaga 
kerja. 
4.5.5 Pengaruh Lama Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja  
Hasil penelitian menunjukkan variabel lama usaha berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Lama usaha merupakan faktor 
yang dapat mempengaruhi kemampuan usaha dalam mengembangkan bisnisnya 
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sehingga membutuhkan tenaga kerja baru, hal ini dikarenakan adanya 
pengalaman kerja didalam mengontrol dan mengelola akan lebih banyak dalam 
menghasilkan produksi dibandingkan yang memiliki sedikit pengalaman kerja. 
Kondisi tersebut menyebabkan penyerapan tenaga kerja akan meningkat jika 
pengusaha memiliki pengalaman usaha yang mapan (Cymbidiana & Rosidi, 
2013). 
Merujuk pada hasil statistik (BPS) tenaga kerja tahun 2011 menunjukkan 
bahwa jumlah angkatan kerja Kabupaten Enrekang sebanyak 82.075 orang dan 
yang bekerja 76.608 orang, sementara masih terdapat penganggur murni yang 
mencari pekerjaan sebanyak 5.467 orang atau sebesar 6,66%, yang mengalami 
peningkatan sebesar 2,54% jika dibandingkan pada tahun 2010  sebesar  4,12%.  
Walaupun demikian,  tingkat  pengangguran  terbuka  Kabupaten  Enrekang 
masih  relatif  lebih  kecil  dibanding  Provinsi  Sulawesi  Selatan  yang berada 
pada angka 10,49%. 
Lama usaha dapat menunjukkan eksistensi usaha tersebut bertahan 
hingga saat ini. Tentunya semakin tua usaha maka pengalamannya pun juga 
semakin banyak sehingga dapat menjadi contoh bagi usaha-usaha yang masih 
berusia dini agar kedepannya dapat berkembang dan bertahan di tengah 
kegoncangan perekonomian saat ini. 
Pertumbuhan jumlah usaha mikro dan kecil menjadi salah satu solusi 
untuk meminimalisir pengangguran di daerah, tetapi perkembangannya masih 
belum optimal atau dapat dikatakan bahwa tingkat keberhasilan usahanya relatif 
rendah jika dibandingkan dengan usaha mikro dan kecil di perkotaan. Hal ini 
merupakan fenomena yang dihadapi dalam perkembangan usaha mikro dan 
kecil. Secara umum, kendala yang dihadapi oleh usaha mikro dan kecil di 
Kabupaten Enrekang adalah; faktor internal (kurangnya permodalan, 
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mengandalkan sumber modal dari pemilik), dan faktor eksternal (iklim usaha 
yang belum sepenuhnya kondusif, terbatasnya sarana dan prasarana usaha,  
sifat, produk dengan peluang hidup yang pendek, dan rendahnya kemampuan 
mengakses pasar). 
Dengan adanya UMKM pada di daerah dapat secara efektif membangun 
perekonomian daerah, kondisi tersebut dipertegas oleh  Jumhur (2009) dalam 
temuannya bahwa UMKM dapat bertahan dalam kondisi krisis ekonomi. UMKM 
berkaitan secara langsung bagi peningkatan kesejahteraan bagi sebagai besar 
rakyat di daerah. UMKM sebagai pelaku ekonomi kerakyaratan berperan vital 
dalam pembangunan daerah, terkhusus untuk perluasan kesempatan berusaha 
bagi angkatan kerja baru dan penyerapan tenaga kerja. 
Regulasi atau kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro 
dan kecil dapat mendukung mengentaskan kemiskinan dan revitalisasi pertanian 
dan perdesaan (Bappenas, 2006). Pengembangan usaha skala mikro memiliki 
sasaran strategis untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan 
masyarakat berpendapatan rendah di Kabupaten Enrekang. Hamid & Susilo 
(2011) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa keterlibatan dan partisipasi 
pemerintah yang aktif dapat mengembangkan usaha mikro dan kecil serta 
meningkatkan peluang penyerapan tenaga kerja. 
Pengembangan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha 
dan keterampilan pengelolaan usaha, sehingga menjadi unit usaha yang lebih 
mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing serta mengatasi 
masalah pengangguran. Ditinjau dari aspek jumlah unit usaha dan tenaga kerja, 
UMKM mampu menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak dibandingkan usaha 
besar, namun UMKM berkontribusi dalam meningkatkan produk domestik bruto 
(PDB) dibandingkan usaha besar (Susilo, 2010). 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Variabel upah, output, modal kerja, dan lama usaha berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan jenis usaha tidak 
berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan 
bahwa mayoritas variabel bebas memiliki sumbangsih besar terhadap 
penyerapan tenaga kerja, kecuali jenis usaha. Variabel lama usaha memiliki 
pengaruh yang dominan terhadap penyerapan tenaga kerja dibandingkan 
dengan variabel lainnya. Kondisi pengusaha di daerah menilai bahwa 
keberhasilan perumbuhan usaha akan ditentukan oleh kemampuan pengalaman 
yang tinggi. Pertumbuhan usaha yang dialami UMK yang ditandai dengan 
tingginya permintaan dan peningkatan pendapatan pengusaha, akan 
menimbulkan permintaan tenaga kerja baru.  
 
5.2. Saran 
Melihat pentingnya peranan lembaga pembiayaan dalam pengembangan 
UMKM terutama UMK sebagai alternatif sumber pembiayaan maka pemerintah 
perlu dilakukan sosialisasi kepada UMK tentang eksistensi lembaga pembiayaan 
baik bank maupun non bank khususnya koperasi. Perlunya pemberdayaan UMK 
baik pemberdayaan sumberdaya manusia, maupun kemudahan akses pasar. 
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Kuesioner 
 
Pertanyaan Kuesioner : 
  Keterangan Hal Keadaan Usaha / Industri Kecil dan Mikro di Kabupaten 
Enrekang dari hasil wawancara kami dengan Pengusaha / Pengelolah usaha / 
industry kecil dan usaha / industri mikro, yaitu datanya sebagai berikut : 
1. Jenis kelamin : Pria/Wanita 
2. Pendidikan tertinggi : SD/SLTP/SMU/S1/S2 
3. Status pernikahan : Belum Menikah/Menikah/Janda/Duda 
4. Usia : 
1. 12 – 19 tahun 
2. 20 – 26 tahun 
3. 27 – 36 tahun 
4. 37 – 46 tahun 
5. > 47 tahun 
➢ Nama Usaha :  
➢ Nama Pemilik Usaha : 
➢ Jenis usaha yaitu industry makanan / non makanan : 
➢ Tenaga kerja yang bekerja setiap hari kerja =           Orang 
➢ Upah yang dibayarkan pada tenaga kerja = Rp    
setiap hari / setiap minggu / setiap bulan 
➢ Out put yang dihasilkan setiap hari =          unit / Rp 
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( 1 piring / 1 biji =              ) ( satu unit = Rp                 ) 
➢ Modal usaha ( tempat usaha, mesin produksi, freezing, kulkas, lemari 
tempat barang jualan  
Berapa nilai seluruhnya = Rp 
➢ Lama usaha adalah rentang/ lama beroprasi yang sudah dijalani usaha / 
industry kecil dan mikro, berapa            bulan / tahun 
Catatan : 
➢ Masalah apa yang dihadapi bapak / ibu dalam mengelolah usahanya 
- Apakah masih kekurangan modal  
 
 
➢ Apakah tenaga kerja yang ada sudah dianggap memadai ( Ya/Tidak ) 
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Upah 
(X1) 
Output 
(X2) 
Modal 
Kerja (X3) 
Jenis 
Usaha (X4) 
Lama 
Usaha (X5) 
Penyerapan T.K 
(Y) 
2,78 3,11 7,63 1,00 3,67 3,73 
4,00 4,56 1,00 1,00 4,67 3,00 
4,00 5,00 3,00 1,00 4,33 5,00 
4,13 5,12 4,53 0,00 5,00 4,64 
3,53 4,46 3,74 1,00 3,33 3,27 
2,13 3,11 2,68 1,00 3,17 3,18 
2,73 4,22 1,00 0,00 3,17 3,18 
3,07 4,00 3,26 0,00 3,17 3,45 
2,93 3,00 1,84 0,00 2,83 1,09 
4,07 3,22 7,11 1,00 4,17 4,55 
2,00 2,11 6,34 1,00 2,28 3,27 
4,20 4,22 4,05 0,00 4,67 4,91 
3,27 3,00 3,79 1,00 3,67 4,64 
4,00 4,00 4,05 1,00 4,00 4,00 
3,13 1,67 2,00 0,00 1,33 2,27 
6,20 4,22 4,05 0,00 3,67 4,91 
3,27 3,00 3,79 0,00 3,67 3,64 
2,73 4,11 3,47 1,00 2,83 3,27 
6,32 5,00 4,44 0,00 5,00 5,00 
2,00 3,00 3,00 1,00 3,00 2,09 
2,00 3,78 3,26 0,00 3,67 3,00 
3,80 3,89 3,32 1,00 3,33 4,55 
4,13 4,77 4,05 1,00 4,33 4,64 
5,00 6,00 5,00 0,00 5,00 5,00 
3,33 2,78 3,00 0,00 3,33 3,82 
4,47 7,11 4,47 1,00 4,50 5,18 
4,47 4,33 4,26 1,00 5,17 4,82 
3,67 3,33 3,84 0,00 4,57 4,55 
4,53 4,22 4,26 0,00 3,33 4,73 
4,53 5,22 4,79 1,00 4,67 4,73 
4,07 6,00 4,05 0,00 4,50 4,64 
3,87 2,00 2,95 1,00 2,67 2,27 
3,00 2,33 3,30 1,00 4,00 3,09 
3,27 3,33 2,84 0,00 3,50 3,00 
1,27 2,89 1,20 1,00 2,83 2,00 
4,13 4,56 2,17 1,00 2,33 3,45 
3,40 5,00 4,00 1,00 3,33 3,45 
4,00 3,89 3,16 1,00 3,50 3,64 
3,73 5,78 4,05 1,00 3,50 4,64 
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4,20 4,33 5,00 1,00 4,00 3,27 
3,87 4,89 3,74 1,00 2,50 3,45 
3,73 2,67 2,16 0,00 3,50 3,64 
4,07 4,11 3,89 0,00 4,00 4,78 
4,20 4,33 2,95 1,00 4,00 4,27 
3,73 3,89 4,00 0,00 3,89 4,00 
4,20 3,22 3,11 0,00 4,67 3,64 
3,73 3,67 3,16 0,00 3,50 3,73 
3,73 3,89 3,15 1,00 3,33 3,64 
3,27 2,15 3,16 1,00 2,83 2,66 
3,27 3,44 2,05 1,00 2,67 2,82 
3,33 3,67 3,79 1,00 3,50 3,27 
3,80 3,33 4,53 0,00 4,17 4,00 
3,80 3,56 3,89 0,00 3,50 3,55 
3,87 2,56 3,89 0,00 3,50 4,55 
3,60 3,67 3,79 0,00 2,50 2,27 
3,47 3,33 3,42 1,00 4,33 4,00 
3,60 3,67 3,42 0,00 2,50 3,33 
3,60 3,67 3,74 0,00 3,50 2,00 
3,00 5,00 3,68 0,00 3,83 4,00 
3,80 3,56 3,68 1,00 3,50 5,00 
1,00 3,56 3,68 1,00 3,50 3,00 
3,00 3,67 4,00 1,00 3,50 3,00 
3,60 4,44 2,74 1,00 3,50 2,00 
3,60 3,67 3,74 1,00 3,50 4,00 
3,80 2,78 2,78 0,00 2,33 3,00 
3,60 3,67 3,79 1,00 3,50 3,00 
3,40 4,67 4,95 1,00 3,33 3,00 
3,60 3,67 3,74 0,00 3,50 4,00 
3,40 2,89 3,26 0,00 3,67 3,55 
3,93 4,00 3,84 0,00 4,00 3,64 
3,40 3,11 3,37 1,00 3,83 4,18 
3,16 4,00 5,00 1,00 3,50 3,91 
4,67 4,00 3,84 0,00 4,00 3,55 
3,87 4,00 4,05 0,00 4,00 3,91 
4,07 3,33 4,00 0,00 5,17 3,91 
3,87 3,66 4,00 1,00 4,00 3,55 
3,53 3,78 3,00 0,00 4,00 3,55 
2,32 3,00 4,05 0,00 4,00 2,73 
3,87 4,00 4,05 1,00 4,00 3,82 
3,93 3,67 3,84 0,00 3,67 3,55 
1,67 3,67 4,05 0,00 4,00 3,82 
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3,67 3,33 3,95 1,00 4,00 3,77 
3,93 4,89 3,95 0,00 3,83 3,82 
3,87 4,00 2,05 0,00 3,67 4,64 
2,73 3,33 3,42 0,00 3,33 3,18 
2,73 3,78 3,11 0,00 3,32 5,49 
3,27 2,78 3,37 1,00 4,00 3,64 
3,47 4,78 3,37 0,00 4,58 3,64 
3,13 3,44 2,89 0,00 3,50 3,55 
3,13 3,22 3,32 0,00 3,67 3,36 
4,22 3,32 5,67 1,00 4,35 2,78 
2,21 3,43 3,48 0,00 3,43 3,66 
4,30 2,01 3,31 0,00 5,45 4,98 
4,67 4,30 5,43 0,00 4,50 3,98 
4,32 1,01 4,32 1,00 2,45 2,89 
3,36 2,32 3,45 1,00 4,00 3,50 
6,45 4,65 4,79 1,00 2,43 5,05 
3,32 3,01 5,56 0,00 4,32 3,64 
3,00 2,43 5,30 0,00 5,43 4,90 
5,78 3,00 4,21 0,00 5,56 2,40 
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Regression 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 X5, X4, X2, X1, 
X3b 
. Enter 
a. Dependent Variable: Y1 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .637a .406 .375 .78680 
a. Predictors: (Constant), X5, X4, X2, X1, X3 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 39.809 5 7.962 12.861 .000b 
Residual 58.191 94 .619   
Total 98.000 99    
a. Dependent Variable: Y1 
b. Predictors: (Constant), X5, X4, X2, X1, X3 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.667 .541  -1.234 .220 
X1 .228 .083 .224 2.754 .007 
X2 .234 .082 .231 2.863 .005 
X3 .331 .084 .333 3.957 .000 
X4 .189 .085 .177 2.220 .029 
X5 .233 .084 .233 2.763 .007 
a. Dependent Variable: Y1 
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